IMPLEMENTASI PEMBAYARAN NAFKAH ANAK SETELAH
TERJADI PERCERAIAN MENURUT FIKIH SYAFI'I DAN
HUKUM POSITIF
(Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama

Sumatera Utara)

DISERTASI
Oleh:

AHMAD ZUHRI RANGKUTI
NIM. 4001173028

PROGRAM STUDI

HUKUM ISLAM

PASCASARJIANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2021



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Zuhri Rangkuti

NIM : 4001173028/ HUKI

Tempat/ Tgl. Lahir : Medan, 22 September 1982

Pekerjaan : Dosen STAI Al-Islahiyah Binjai

Alamat : JI. Jangka Gg. Pribadi No. 73 B Medan
20118

menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi  berjudul
“IMPLEMENTASI PEMBAYARAN NAFKAH ANAK SETELAH
TERJADI PERCERAIAN MENURUT FIKIH SYAFI'T DAN
HUKUM POSITIF (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan
Agama Sumatera Utara)” adalah benar-benar karya asli saya, kecuali
kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka
kesalahan dan kekeliruan itu menjadi tanggungjawab saya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 22 Maret 2021

Yang membuat pernyataan

N TER AL (:1
MPEL (5

k,‘.aczAHFgomna
_ 60 00
Mn'—w“au
Ahmad Z hri Rangkuti



PERSETUJUAN
Disertasi Berjudul

IMPLEMENTASI PEMBAYARAN NAFKAH ANAK SETELAH
TERJADI PERCERAIAN MENURUT FIKIH SYAFI'I DAN HUKUM
POSITIF

(Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sumatera Utara)

Oleh:

AHMAD ZUHRI RANGKUTI
NIM. 4001173028

Dapat Disetujui dan Disahkan Untuk Diujikan Pada Ujian Sidang Terbuka
Memperoleh Gelar Doktor (S-3) Pada Program Studi Hukum Islam
Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Medar, Maret 2021

PEMBIMBING

rof. Dr. H. Pagar, M.Ag.

NIP. 19540820 198203 1 002 NIP. 19581231 198803 1 016

NIDN. 2020085402 NIDN. 2031125810

L

[

|2
5

7
&

[/

el

4



PENGESAHAN

Disertasi berjudul “IMPLEMENTAS] PEMBAYARAN NAFKAH ANAK
SETELAI TERJADI PERCERAIAN MENURUT FIKIN SYAFI'l DAN
HUKUM POSITIF (Studi Analisis Terbadap Putusan Pengadilan Agama
Sumatern Utara)” atas nama Ahmad Zuhri Rangkuti, NIM: 4001173028 Program
Studt Hukum Islam telah divjikan dalam Ujian Sidang Tertutup Disertasi Pascasarjana
UIN-Sumatera Utara Medan pada Senin, § Maret 2021.

Disertasi ini dapat diterima untuk memenuhi persyaratan Ujian Sidang Terbuka
(Fromosi) Disertasi pada Progeam Studi Hukum Islam.

Medon, .coiernrsnnsisnensesss 2021
Panitia Ujian Sidang Terbuka (Promosi)
Disertasi Pascasarjana UIN-SU Medan

Retua, Sckrelaris,

{Proff @r. Hasan Hakti Nasution, MA)

NIP: 19620814 199203 | 003
NIDN: 2014086201

smuni, b Ar)

1. (Prol A 2. (Prof, Dr. Phear, M.Ag)
NIT: [9540820/1p5203 1 002 NIP: 19581231 198803 | 016

NIDN: 202

3. (Prof D N: 4, 1. ¥ns
MIP: 19580815 198503 1 007 MIP: 19500518 03 1 001
MIN: 201508581 NIDA: 2018055001
F o A

5. (Prof. Dr. Hasvim Purba, SH, M. Hum
WIP: 19660303 198508 1 001
MIDN: 0003036602

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
UIN-§ u edan

Prof’Dr. H Bakti Nasution, MA]
NIP: 19620814 199203 | 003
NIDMN: 2014036201



ABSTRAK

Masalah dalam penelitian ini bahwa terdapat 25% putusan nafkah
anak setelah terjadh perceratan di Pengadilan Agama Sumatera Utara yang
kontradiksi dengan konsep mazhab Svafi'i, akibatnva sebanvak S50%
putusan hakim P.A Sumut tidak diindahkan bekas suami, di luvar biaya
pendidikan dan keschatan. Penelitan i bertujuan: (1) untuk mengetahu
cara penetapan natkah anak setelah terjadi perceraian di PA Sumut menumt
fikth Syafi'7 dan hukum positif, (2) untuk mengetahui pertimbangan hakim
dalam putusan PA Sumut tentang nalkah anak setelah terjadi perceraian, (3)
unfuk mengetahui implementasi pembayaran nalkah anak vang ditunaikan
oleh mantan suami terhadap anaknya setelah adanva putusan PA Sumut.

Penelitian ini mengunakan metode penelitian lapangan dengan
mengumpulkan data primer dengan tekmk mewawuancarad (interview)
responden secura langsung, melakukan observasi pengamatan secara
langsung di PA Sumut dan mengumpulkan data-data dan informasi vang
terkait erat. Untuk menunjang penelitian, digunakan metode penelitian
pustaka, menelaah beberapa referensi hukum yang herkenaan dengan
materi-materi vang diteliti herupa buku, peratran perundang-undangan,
putusan pengadilan dan referensi lmnnya. Jems penchitian adalah field
research. Pendekatan penclitian adalah pendekatan yundis sosiologs.
Sifatnya penelitian deskriprif-analisis, menggambarkan fakta yang ada di
PA Sumut. Sumber data diperoleh dari bahan-bahan  hukum  primer,
sekunder dan terlier, Metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan
dokumentasi. Dalam menganalisis data dan materi digunakan metode teorn
maslahah. saddn Zarf ah dan teon tndakan sosial menurot Max Weber.

Kesimpulan penelitian: {1) cara PA Sumut menetapkan nafkah anak
sefelah perceraian, yaitu melalui: a) ibu si anak, b) putusan, ©) pengajuan
gugatan. (2) Pertimbangan hakim PA Sumut dalam memutuskan nafkah
anak setelah perceraian: a) musyawarah Majelis, ditank dari kesepakatan
pihak yang berperkara. b) Tingkat kemampuoan hekas suami memenuhi
kebutuhan anak. c) Tingkat kebutuhan anak dan bapak, misir atan mu’ sir.
Pertimbangan hukum putusan PA Sumut belum terlaksana secara maksimal,
karena; a) wewenang dan kekoasaan PA terbatas, b) PA Sumut hanya
mengejar dan memaksa tergugat membayar nafkah anak setelah perceraian
untuk satu bulan pertama sebelum pengucapan ikrar talak. (3) Segi
penegakan hukum, implementasi pembayaran nafkah anak setelah terjadi
perceraian di PA Sumut dalam putusannya tidak terlaksana secara maksimal
discbabkan karena: a) kedudukan dan wewenang PA terbatas, b) hakim
tidak beram menggunakan hak ex-afficio, ¢) hakim PA kaku dengan aturan
vang mengikatnya. Maka kebijakan dan pertimbangan PA Sumut dalam
penegakan hukumnya kurang memberdayvagunakan teon mazhab Svahi't al-
wajinhiu "ald sabili al-muwdsah dan weori al-hagddnah innama judat I hazzil
walad, haddnal (biaya kehdupan, pengasuban, keschatan dan pendidikan)
demi kepentingan anak.



Abstrak

The problem 1n this study, there are 25% of child support decisions after
divorce at the North Sumatra Religious Court which contradicts the concept of the
Syafi'1 school of thought, as a result, 80% of the judges' decisions of North Sumatra
Religious Court are ignored by their ex-hushands, excluding education and health
costs, This study aims: (1) to find out how to determine children's livelihoods after
a divoree in North Sumatra Religious Court according to Shafi' T figh and positive
law, {2) to find out the judges' considerations in the decision of North Sumatra
Religious Court regarding children's livelihoods after a divorce, (3) to know the
implementation of child support payments paid by ex-husbands to their children
after the decision of North Sumatra Religious Court.

This research uses methods of ficld research to collect primary data with the
technique of interviewing respondents directly, make direct observations to the
North Sumatra Religious Court and collect related data and information. To support
the research, the library research method is used, examining several legal references
relating to the material being studied in the form of books, laws and regulations,
court decisions and other references. This tvpe of research is field research. The
research approach is a sociological jundical approach. It 1s a descriptive -analysis
research, describing the facts that exist in North Sumatra Religious Courd. Data
sonrces were obtained from primary, secondary and tertiary law materials. Data
collection methods through interviews and documentation. In analyzng the data
und material, the methods of theory masfahah, saddy Zari el and social action
theory according to Max Weber are used.

Research conclusions: (1) how the North Sumatra Religious Court
determines children's livelihoods after divorce, namely through: a) the child’s
mother, b) a verdict, c) filing a lawsuiL. (2) The judges of North Sumatra Religious
Court considerations in deciding children’s livelihoods after the divorce: a) Council
deliberations, drawn from the agreement of the parties in the case. b) The level of
ability of the former husband to meet children's needs. ¢) The level of needs of the
child and the Tather, msor or mesiv, Legal considerations for the decision of the
Religious of North Sumatra have notl heen maximally implemented, because: a) the
Religious Court authority and powers are limited, b) the North Sumatra Religious
Court only pursues and forces the defendant to pay for child support after the
divorce for the first month before the pronouncement of the divorce vow. (3) In
terms of law enforcement, the implementation of child support payments after a
divorce in MNorth Sumatra Religious Court in the decision was not maximally
implemented hecause: a) the position and aothority of the Religions Courl were
limited. b) judges did not dare to use nights ex-officio.c) Rehigious Court judges
were stiff with the rules that bind it. So the policies and considerations of North
Sumatra Religious Court in law enforcement are less empowering to use the theory
of the Shafi'T al-wuwjibu “alad sabili al-mmvwdsah school of life and the theory of al-
hadanah tnnama fu'tlat I hazzil walad, haddnah (cost of life, care, health and
education) the interests of the child.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A, Latar Belakang Masalah

Implementasi pembayaran nafkah anak setelah tenjadi perceraian
dan kepastisn hukumnya dalam fikith Syvah'T tegamin dengan bak,
misalnya jika seorang wanita ditalak suaminya bada” ad-dukhi! dengan
talak raj’7, dia berhak mendapatkan nafkah swkna (maskan) dan “iddah,
karena  statusnya schagal istn (bagivah) dan temkin minal istimed”
(bersenang-senung atau satu rumah) masih berlanjut, yang ditalak bdin
Juga mendapatkan suknd selama “fddah, baik dalam keadaan tidak hamil
(heril) ataupun hamil berdasarkan firman Allah SWT Q.5. At-Taladg [65]:
6. Wajib diberikan kepada yang hamil karena fakior kehamilan dan dalam
rangka kepastian hukum pembayaran nafkah anak” dan pakaian dengan
cara vang m rif, sesup dengan tradisi yang berlaku di tengah-tengah
masyarakat, tidak berlebihan, tidak terlaln  sedikn dan  menurut
kemampuan ekonomi suami, tingei, menengah atau rendah (8. at-Talag
[65]): 7). Tika istri telah dicersikan dan anak masih dalam keadaan

menyusui, maka istri berhak mendapatkan nafkah dan kiswah 4

Jaminan kepastian hukum dan mengawal implementasi
pembayaran nafkuh anak setelah terjadi percerwian tampak dalam fikih
Syafi'T dan dalam cara eksekusi hakim Pengadilan yang memberikan
putusan izin kepada ibu si anak mengambil dari suami atau dengan
menjadikan nafkah sebagai hutang suami berdasarkan izin Rasulullah
SAW kepada Hindun isti Ab@ Sufvan' Jika suami tidak diketahui

'Abd Ishaq Ibrihim Al bin Yiosuf al-Fairfuz Ab3dT Asy-SyTriel, Al-Muhazzab /i
Fight of-Imdm asv-Spafi 7, cet. | (Kairo: Ad-Darul “Alamivvah 1i an-Nasyr wa at-Tauel
20014y, julad 10, b 177,

“Ihidl.

"Thin Kasir, Terfiir al-Cher 'in af-"Azim (Mansorah: Matahah al-Tman Ii a-Turdt wa at-
Taust, 1996), h 359

‘Miisd Sydhin Lisyin, Fathwl Mun'im Svarh Sahih Musfim. cet. 1 (Kairo: Dar asy-
Syuriig, 2002, jild VIL h. 22,



keheradaannya (gdib), maka eksekusi pembayaran nafkah tetap dipastikan
hakim,” bahkan holeh menetapkan pemisahan hubungan suami istri karena
faktor ketidakmampuan suami melaksanakan kewajiban menafkabi istri,
berdasarkan ketetapan Allah SWT, sunnah, asdr dan istidlal, karena
menahan (hasbu) nafkah dan kiswah mengakibatkan kemudharatan, tanpa
nafkah hidup istri bisa mat kelupuran dan kehausan, tanpa kiswah din bisa

mati tanpa busana ( ‘drivan)."

Konsep fikih Syafi'T mengandung asas kepastian hukum dan
konsep agar implementasi pembayaran nafkah anak terlaksana dengan
baik. Karena hadis 'Aisvah RA, ketika Hindun binti "Utbah istri AbG
Sufviin menghadap Rasulullah  SAW., menunjukkan hukum  boleh
mengambil vang milik suami untuk menamhbah nafkah bahkan mengambhil
semua nafkah jika nafkah tidak diberikan snami.’ Menurat al-Ourtubi
petunjuk kebolehannya dalil {d haraja secara ma 'rif, ukurannya yang
dikenal dalam kebigsaan atau adat setempat bahwa seswatu itu dindlad
cukup (al-gadar allazi “wrifs bi al-"ddah anmuhu al-kifdvak).” Dalam
rangka penegakan hukum dan memberikan kepastian hukum terlaksananya
pembayaran nafkah anak, maka jika ayah mampu membayar nafkah tapi
menolak, hakim pengadilan berhak memaksa bahkan memberi sanksi
kurungan (penahanan).” Menurut an-Nawawi, sikap menolak (imtana’a)
atau tidak diketahui  keheradaan (gdib), hakim pengadilan {(gadh)
berwenang memberikan izin kepada ibu mengamhil sejumlah vang dari

milik bekas suami atau dengan cara istigrad (putusan kewajiban nafkah

* Habr al-Ummah wa Imam al-A"immah al-Imdm Abd Abdullzh Mubammad Al
Imgim Abfi " Abduliah bin Mubammad bin Idifs Asv-5vafi' T, Al-Uee, cet. | (Beirut Darul Fikr,
2004, jilid I1L, h. 119,

“Ihid.

‘Al-lmam al-Hafiz Ahmad kin Ali hin Hajar al-" Asqalant, Feethia al-Bael b Syaoveki al-
Bukhgrd, cct 1 (Kairg; Darul Hadis, 1998), jilid IX, h 612

AL Asqalant, Farhe, fhid.

"Ax-Zuhoili, Ai-Figh al-Isdmi, h. 7412,



menjadi hutang bekas suami) dengan svaral perempuoan ersebat memiliki

kecakapan hukum {uﬂ'i.l'i_-puh}.m

Menurut  asy-Syirdzl, pembavaran nafkah anak harus didasari
prinsip al-haddnah innama fuilat 1 hazzil walad demi kepentingan dan
keberuntungan anak,'' schingga terjumin pula nafkah keschatan anak
setelah terjadi perceratan vang termasuk pemclibaran dan perawatan
(hagianah). Berdasarkan perubahan dan perkembangan zaman, nafkah
kesehatan dan perobatan anak {af-tabib wa al-adwivah) setelah terjadi
perceraian hams ditetapkan dalam putusan Fﬂngadilan-""' Menurut [hon
"Abidin fugaha mutagaddimin memang tidak membahasnya, tapi dalam
ungkapannya menyinggung kewajiban wanh bayar biaya ke dokter dan
obai-obatannya."” Nafkah kesehatan anak setelah perceraian menjadi
sangat penting dilindungi, maka penentuan nafkah anak harus benar-henar

menjadi bahan pertimbangan di Pengadilan.”

Dalam hukum positif Undang-undang mengatur tentang hak-hak
anak setelah terjadi perceratan, yaitu (1) UU No. | Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, UU. No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejabteraan Anak, UU No.
17 Tahun 2016 Tentang Perlhindungan Anak dan Kompilasi Hukum
Islam.”” (2) Ketentuan Nafkah Anak dalam UU No. 17 Tahun 2016
Tentang Perlindungan Anak. (3) UU No. 4 Tahun 1979 Tentang
Kesejahteraan Anak." Terkait juminan kepastian hukum tentang nafkah
pendidikan dan keschatan anak setelah terjadi perceraian diatur dalam:
Maflkah Pendidikan dalam UU No, 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, LI

Yrbid , h. 7419,

M Asy-SviraeL Al-Muha=ab, hiid 1L, h 187,

™ Ahdullah bin Hamad bin Magir al-Ciutaimil, Nafegok of-Aulad Ba'da al-Furgak
Baina af-Figh al-Maigir wa ol-Wagi ™ al-Manzir: Diedsah Spar vvah, (Makkah Rabitah al-
" Alarm al-1slimi al-Majma® al-Figh al-1slimi, 1436 H), h. 38

“Ibnu  AbidTn, Redde al-Mukbidr “ald ad-Durri al- Mukhiar Svarh Tanwir al-Absdr,
(Lebanon: DEr al-Kutub al-1slimeyvah, 14, Jibd X h 214,

Y thid

HT".H\_!?_,'E:’, Himpumen Prerctwean Perondang-Undangan Peradilan Ageans TN Indonesia,
cet. | (Medan: Perdana Puhlishing, 2000}, h. 24,

UDepartemen Apama R Kompifasi Hikeom Islam, (Jukarta: Direktorat Jenderal
Pembinnan Kelemboguan Agama Islam, 1998), h, 49,



No. 17 Tahun 20016 Tentang Perlindungan Anak dan KHI. Nafkah
kesehatan diatur ULl No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dan
UL No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, data terkait nafkah
anak schagaimana dalam lampiran § tabel keadasn perkara PA Medan”
menjelaskan, sejuk 2016 hingga 2019 tidak ada perkara nafkah anuk oleh
ibu, berarti pembavaran nafkah anak setelah weradi perceraian diwajibkan
kepada bekas suami sebagaimana dalam fikih Svafi'T dan hukum positif.
Adapun data kasus perceraian  dengan  putusan  yang  menetapkan
pembayaran nafkah anak vang peneliti temukan berdasarkan tahun dan
nomor registrasi, yvaitu: Tahun 2009 no, reg, 2044Pde, G2019PA Mdn,
2056/Pdt.G2019PA Mdn dan 1096Pd.G2019/PA. Mdn. Tahun 2018 no.
reg.  193%/PdL.G 2018 PA Mdn, dan 2609/PdeG2018PAMdn.  Tahun
20014 no. reg.  1646/PALG2014/PA Mdn.  Sedangkan yang tidak
menetapkan adalabh tabhun 2006 no, reg. 11210PdLG2016FPA Mdn dan
tahun 2013 no, reg. 1305/Pdt, G201 3/PA Mdn. Berdasarkan data im, dari 8
putusan perceraian yang menetapkan nafkah anak sebanyak 6 perkara,
sedangkan yang tidak mencantumkan sebanyak 2 perkara. Penyehabnya
karena tidak diajukan permohonan gugatan natkah anak, padahal dengan
hak ex officio hakim bisa saja menetapkan natkah anak dengan
pertimhangannya sehagaimana konsep mazhab Syafi'1, maka persentase
putusan nafkah anak wang kontradiksi dengan konsep Svafi'm adalah
2:8x100=25%.

Hipotesis peneliti bahwa dalam fataran implementasi tampaknyva
keputusan PA Sumut (Medan, Binjai dan Stabat) tidak berbanding lurus
dengan fenomena memngkatnya angka percerinan i Sumut  yang

masyarakatnya mayoritas bermazhab Svafi't. Menurut temuan  awal

pengadilan Apumu Medan, Laporan Takunan 2006, (Medan: 4 Januari 20173, h.
15; Pengadilan Agama Medan, Fapvran Tofwanen 2007, (Medan: 03 Jamari 2008), h, 29;
Pengadilan  Agama Medan, Foporan Telbwson 2008, (Medan: 02 Jaroari 2009), ho 29;
Pengodilun Agama Medun, Laporan Pelaksanaan Kegiotan 2009, Medan: 02 Januart 20200, b
11.



peneliti, herdasarkan nama samaran responden dan nomor pomsan hahwa
yvang tetap membayar hingga anak dewasa adalah Nurdin. ' sedangkan
nafkah  anak  yang  tidak  dibayarkan:  responden Zita"®
0941/AC2013/PAMSy.Lpk.,  Rischa™ 1305/Pde.G/2013/PA Mdn.,
Wanda™ 0245/Pdt. G/2017PA Lpk., Adelia™ 1121/Pdt. G/2016/PA. Mdn.
Duri 5 kasus perceraian ini, schanvak 4 kasus bekas svami tidak
melaksanakan pembayaran nafkah anak setelah terjadi perceraian,
persentasenya adalah 4:5x 1()=80, maka sebanyak 80% putusan hakim PA
Sumut yang tdak diindabhkan bekas suami, di luar biaya pendidikan dan
keschatan. Jika nafkah anak saja diabmkan dan terlantar, tentu nafkah
pendidikan dan keschatan ikut terabamkan, Dan simi jelas, walaupun PA
Sumut memutuskan kewapiban membavar nafkah anak setelah terjadi
perceraian, namun implementasinya tidak terlaksana, yang menarik
penulis mengangkat judul disertasi “Implementasi Pembayaran Nulkah
Anak Setelah Terjadi Perceratan Menurut Fikih Svalnr 1 dan Hukum Positl
(Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sumatera Utara)™
meneliti sejauhmana impelementasi pembayaran nafkah anak setelah
perceralan, bagaimana peluksanaan putusan perceraian atas nafkah anok di
PA Sumut dan bagmimana cara penyelesamannya jika putusan tdak
dilaksanakan. Harapan penelii kajian ini memberikan peninjauan ulang
dan novelty masalah nafkah anak setelah perceraian, dalam rangka
memperkuat dalil dan pendapat ulama terdabulu sekaligus mendapatkan

kepastian hukum sesual dengan masa sekarang tentunya tidak berbenturan

N urdin, seorang bekus suarm pensiunsn Dines Perhubungon, wawancars meelalu
media sosial, tanggal § Agustus 2009 pada pukul 20032 - 2118 WTE. Momor putusan enggan
diherikan respomden.

Zita, PNS, Wawancara melalun media sosial WhatsApp. tangggal 6 Agustus 2019,
pukul 0934 = 12,08 WIE,

MRischa, Guru Madrasah Aliyah Swasta, wawancara melalul media sosial WhatsApp.
tanpgal 4 Asustus pukol T8 00-19 000

"Wanda, Tho Rumah Tangga, wawancara melahni media sosial WhatsApp, tanggal 10
Agustuas 2019 pukol 19.21-21.02 WIB.

Zadelin, Guru Madrasah Alivah Swasta, wawancara melalui media sosial WhatsApp,
tanggal 5 Agustus 2019 dari pukul 1934 < 20,00 WIB,



dengan prinsip-prinsip serta maslahat yang dicapai uniuk kehahagian dunia

dan akhirat.
B. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di awas, maka wvang menjadi
pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sejauhmana implementasi
pembayarakan nafkah anak yang dibayarkan oleh bekas suami setelah
terjadi perceraian berdasarkan perspekuf fikih Svafi'T dan hukum posiaf.
Adapun pokok permasalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

|. Bagmimana cara penctapan nalkah snak setelab terjadi perceraian di
Pengadilan Agama Sumatera Utara dan menurut fkih Syafi'7 dan
hukum positif™?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan  putosan
Pengadilan Agama Sumatera Utara tentang nalkah anak setelah terjadi
perceraian”?

3. Bagaimana implementasi pembayaran nafkah anak vang ditunaikan
oleh hekas suami terhadap anaknya setelah adanyva putusan Pengadilan
Agama Sumatera Utara?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis mengutarakan
pembatasan musalah dalam pepeliian mm bahwa yang menjadi pokok
masalah dalam kajian ini adalah mengungkapkan secara sistematis dan
terarah bagaimana sebenamnya implementasi pembayaran nafkah anak
setelah perceraian dalam hukum Islam yang terdapat dalam kitab-kitab
Syafi'T dan hukum positif. Penelii membatasi objek penclitan hanya di
Pengadilan Agama Medan, Binjui dan Stabat. Penclit memilih ketiga
Pengadilan  Agama  ini karena  scbagai  refesentatif PA di Sumut,
berdasarkan tingkat keadaan perkara vang ditangannya. dan berdasarkan
data sejak tahun 2016 hingga tabun 2019, bahwa tingkat keadaan perkara



di FA Medan tinggi, di PA Stabal sedang, sedangkan di PA Binjai

terenlong rendah sebagaimana dalam lampiran 11 dan 12.

Penelitian dilakukan dengan cara menganalizis Konsep pengasuhan
anak (hagddnah) dan atau perlindungan anak pada masa klasik, dan
mencermatt apikah terdapat perubshan dan perpeseran konsepnya di era
sekarang, kKhususnya putusan yang telah disampaikan PA Sumut. Schingga
fenomena vang terjadi di masa sekarang mendapatkan kepastian hukum
dan sesuai dengan yang fertuang dalam konsep natkah anak menurt
mazhabh Svafi'T Kajian i penulis kuatkan dengan dalil-dalil dan

metndologi penggalian hukumnya.

. Penjelasan Istilah

Penelitian ini membahas “Implementasi Pembayaran Nafkah Anak
Setelah Terjadi Perceraion Menwnw Fikih Svafi't don Hulum Posinf
(Stwdi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agoma Sumatera Utara).”
Dari judul tersebut ditemukan beberapa stlah. Untuk  mendapatkan
kesamaan arti yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memuat
penjelasan tentang pengertian istilah-istilah kunci agar teradi konsistensa
dalam penggunaan istilah dan terhindar dari apa yang dimaksudkan oleh
penulis dengan penelitian ani. Untuk e penulis paparkan beberapa

pendefenisian istilah sebagai herikut:
1. Implementasi

Implementazsi dalam Kamus Besar Indonesia diartikan dengan
pelaksanaan, ]henem]mn-“ Jadi, yang dimaksud dengan kata implementasi
di sini adalah penerapan pembayaran nafkah anak setelah terjadi

perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama di Sumatera Utara,

2. Nafkah

“Tim Penyusun, Kamus Besar Hakasa Indonesia, cet. 6 (Jukarta: Bako Pustaka,
2003, h. 427



Secara hahasa, nmafogeah, isim dari kata iafdg hentuk jamaknya
nafagdr dan nifdg. Makna natkah adalah segala sesuatu yang dikeluarkan
berupa uang dirham dan sebagainya, bekal (az-z4d), apa-apa yang
dikeluarkan seseorang untuk keluarganya, dan termasuk juga makna secara
bahasa yaitu apa vang wajib dikeluarkan suami untuk istrinya berupa
makuanan (fa 'Gn), pakatan (kisa’), tempat tinggal (seknd). dan untuk biaya
hadanah dan sebagainya. Sedangan menurut pengertian svara’, menurut
Ibnu * Abidin adalah al-idrary "ald syai‘in bimd fihi bagd uhu wa nahwiha,
mengucurkan atau melimpahkan (mengeluarkan) sesuatu untuk menjaga
cksistenst keberadaannys. Menurut at-Tumurt@syl nafagah berarti fa'am
(makanan), kiswah (pakaan), dan suknd (tempat tinggalj.‘t"' Nafkah bentuk
jamaknya nafagdi. Adapun kewajiban beban nafkah ini didasari pada tiga
sebab utama pertama karena ikatan perkawinan {milku an-nikah), ikatan
sumpah  (milkn  al-yamin) dan hubungan kekerabatan (gardbah al-

i:ﬂ'a::‘i'_rﬂ!ril.:'R

Nafkah merupakan kata yang musyiag dan Kata mifdg yang berani
ikhirdaj (mengeluarkan). Kata nafkah hanya digunakan untuk hal vang baik.
Secara epistimologis, nafkah mengandung arti ma yunfigu al-insdn "ald
“ivalihi sesuatu vang dikeluarkan seseorang untuk keluarganya. Nafkah
pada dasamya adalah vang. Secara terminologis, nafkah adalah kifgvarm
muin yumawwinhs min al-ta”am wa al-kiswoh wa as-seknd, kemampuan
membiayai tanggungan dengan memberikan pangan, sandang, dan
papan.ﬂ' Secara “wrf nafkah berarti makanan. Kata makanan atau pangan
termasuk makan dan minum, kiswal adalah pakaian, penutup badan atau
sundang dan  swknd adalah tempat tinggal atau papan, termasuk dalam

kelompok kebutuhan scperti perabotan sesuan “wrf di masing-masing

*%a'1d Abid Habth, Al-Odmis Al-Fight Lugatan wa Istildhan, cel. | {Damaskus. Dar
Miir as-Sabah, 200 1), . 445,

}'AE-{JHI}'DT&I_ Chplvizhl wa “Tlwwairah, Thid.

“Wahbah Musiafd ae-Zuhaili, Al-Fighe Al-Islam wa Adillatk, cet. 4 (Bairtl. D@ al-
Fikr Mu' agir, 2002), jilid XX, h, 73438



tlempal.” Nafkah juga berarti helanja yang diberikan suami kepada isiri,
bapak kepada anak, dan kerabat sehagai keperluan pokok bagi mereka. ™
Dalam Enkslopedi Hukum Islam, an-nafagal berami pengeluaran. Yakni
pengeluaran yang biasanya dipergunakan seseorang untuk sesuatu yang
baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yung menjadi  tanggung
jawabnya. Ulama fkih sepakut bahwa nafkah minimal vang harus
dikeluarkan adalah wang dapat memenuhi kebutuhan pokok, yakni
makanan, pakalan, dan tempat '[i]'lggzt].:"1

3. Haddnah

Al-haddnah secara bahasa berarti di samping atau berada di bawah
ketiak.™ Yakni al-wilavah ‘ala at-1ifli li tarbivatihi wa tadbiri syt dnihi,
kekuasaan atau wewenang terhadap anak dalam mendidik dan mengurus
segala kebutuhan dan  permasalahan hidujmyn-i' Menurut pengertian
syara’ hagdnah berarti kewenangan merawat dan mendidik orang yang
belum mumayviz atau yang hilang akal (kecerdasan berpikir), karena tidak
bisa mengerjakannya sendiri. Ulama fikih menetapkan bahwa kewenangan
i lebih tepat dimilika kaum wanita, karena nalun kewanitaan lebih sesuai
untuk merawat, mendidik anak dan kesabaran mereka dalam menghadapai
permasalahan kehidupan anak lebih tinggi dibanding laki-laki. Apabila
anak tersebut telah mencapal uwsia tertentu, maka pihak laki-laki dapat
dianggap lebih scsual dan lebih mampu merawat, mendidik dan

menghadapi berbagai persoalan anak terscbut sebagai |:n::1i11||Jl.mg.52

*tbid.
“Direktorat Jenderal Pembinaun Kelembugruan Apama Islam Departemen  Agrami,

T Figh, cet. 2 (Jakarta: Depag, 198471985), jilid TI, h. 184; Haitam Salim, Pendidiken
Agama dalam Keluarga: Revitalisasi Peran Keluwarge dolam Membangun Generasi Bangsa
vany Berkorabter, cet | (Jogmkarta: Ar-Boz Media, 2003), b, 153,

" Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hulom fslam, cet. 7 (Jukana: PT. Ichiimr Bam van

Hoewe, 2006), phd IV, h. 1281,

hnlﬁ.]ﬂ.ﬁ ih, .i"__lu.;*.lf-r:lI.u'.r.l'i Hukurr Filom, b, 415,

%;Hah[h_ Al-Chamis al-Fight, lid  h 115,
“Dahlan, Ensiklopedi Hukun Bdode, b 415,



Menurat al-Ansan haddncah ialah farbiyatun man la vastagillu b
wmiirihi hima yuslifwhe, wa vagthi "amma vadurruhu, walau kdna kabiran
mafniinan, mendidik anak yang tidak mampu mandiri mengurus atau
mengatur hal vang terbaik untuk kebaikan hidupnya, dan memelihara
dirinya dari apa yvang dapat membahayakannya kendatipun anak tersebut
seorang yang sudah dewasa vang gila, Menurut Thnu * Abidin pengertian
hadanah memarut syara’ adalab sarbivatul waladi li man lahe haggul
hadanah. Menurut Syafi'iyyah, rerbivaru sabivvin bimda vusfifiih, vakni

mendidik anak dengan apa yang terbaik untuk dirjnya.u
4. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah tempat di mana dilakukan usaha untuk
mencan keadilan dan kebensran yang dinidhal Tuhan Yang Maha Esa
vakni  melalui  swam  majelis  atan  mahkamah. Yang tugasnya
menyelesatkan perselisihan hukum agama atau hukum svara™ Karenanya
Pengadilan Agama hanya khusus berlaku bagi orang-orang vang beragama
Islam.” Lokasi Pengadilan Agama dalam objek penelitian ini adalah
Pengadilan Agama Medan, Pengadilan Agama Binjui dan Pengudilan
Agama Stabat,

E. Tujuan dan Manfaat Penclitian

Berdasarkun perumusan masalah penelitun yang telah penulis

kemukakan di atas, maka tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Uniuk mengetabui cara penetapan nalkah anak setelah terjadi
perceraian di Pengadilan Apama Sumatera Utara dan menurut fikih

Syafi'T dan hukum positif.

“'Hahith, Al-Chamis, Thid.
*Ndris Ramulyo, Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata, Pemgadilan

Agama don Hubkum Peciawinan xlam (Jakarta: [DN HILL Co, 1985), b 11.
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Uniuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan
Agama Sumatera Utara tentang nafkah anak setelah terjadi

perceraian.

!..p.i

Untuk mengetahui implementasi pembayaran naftkah anak yang
ditunaikan oleh mantan suami terhadap anaknya setelah adanya

putusan Pengadilan Agama Sumatera Utara.

Penclii herharap dengan adanyva penelitian im dapal memberikan

manfant, di antaranya:
1. Manfaat Akademis:
Adapun tujuan penelitian ini bag dunia akademik yaitu:

a. Memberikan pengetahuan dan informasi kepada mahasiswa
tentang putusan Peradilan Agama Sumatera Utara tentang natkah
anak pasca perceraian.

b. Menambah khazanah keilmuan di bidang hukum fikih, hukum
keluarga dan hak anak.

2. Manfaat bagi masyarakat:
Adapun manfaat dari peneliian im bagi masyarakat:

a, Memberikan pengeltahuan bagaimana pulusan  entang  nafkah
anak pasca perceraian yang memenuhi aspek fikih dan hukum
positif,

b. Memberikan masukan agar masyarakat vang mengalami kasus
perceraian memberikan nafkah anak dengan tidak mengabaikan

ketentuan fikih dan hukum positit.
3. Manfaat bag Pemerintah:

Adapun manfaat dari penelitian ini bagi pemerintah adalah:

11



a. Memberi masukan kepada Pengadilan Agama agar dalam

memberikan putusan nafkah anak tidak mengabaikan ketentuan

fikih mazhab Svafi' 1 dan hukum positf.

b. Memberikan masukan kepada Pengadilan Agama agar semakin

memperhatikan hak-hak anak agar hak-hak anak semakin terjaga
dengan lebih baik.

F. Kegunaan Penelitian

Dari paparan poin wjoan tersebut, harapan penalis penelitian ini

memberikan kontribusi atan sesuatn yang ham (nevelty) terhadap kajian

pendapat-pendapat fikith Syafi 15yafi 7 dan PA Sumut berupa kelayakan

perlindungan  hak-hak anak lebhibh terjamin, Th samping itw, melalu

penelitian ini dapat menjawah segala tantangan perluasan makna nafkah

anak khsususnya, sehingga terlindunginya hak-hak anak secara lebih baik

di masa mendatang.

(3. Sistemaiika Pembahasan/ Garis Besar Isi Disertasi

Hasil penelitian ini akan disajikan dalam penolisan disertasi vang

151nya secara sistemats divraikan dalam enam bab, sebagm benkut:

Bab I:

BAR IT:

Pendahuluan terdiri dan latar belakang masalah, perumusan
masalah, batasan masalah, penjelasan istilah. tujuan penelitian,
kegunaun penchittan, sistematika pembuabasan/eans besar 1s1
disertasi, landasan teori, kajian terdahulu, hipotesis, dan

metodologi penelitian.

Kajian Teoritis. Bab ini meliputi: teori natkah anak setelah
terjadi perceraian memurut fikih mazhab Svafi'mT dan hukum
positif, dengan memaparkan pendapat-pendapat ulama mazhab
Syafi't  dan  peraturan  perundang-undangan dan  KHIL
Dilanjutkan dengan memaparkan teori maslabah, sadde Zariak
dan pengungkapan reformasi hukum  kelvarga di negara

mavoritas muslim: Mesir, Turki, Syvina dan Yordania.
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BAR II: Pengadilan Agama di Sumut (Medan, Binjai dan Stabat). Bah ini
meliputi pembahasan tentang pengertian Pengadilan Agama,
sejarah, struktur organisasi, gambaran umum keadaan perkara,

gambaran umum PA Sumut dan kewenangan PA Sumut.

BAE IV: Hasil Penchiian dan Pembahasan. Bab im mengungkapkan hasil
penclitian tentang cara penetupan nafkah anak seteluah perceraman
di PA Sumut, perlimbangan hakim dalam putusan perkara, dan
implementasi pembayaran nafkah anak setelah adanya puinsan
perceraian dari PA Sumut, yang semuanyva dibandingkan dengan
pandangan fikih Syafi'1, teori maglaboh, saddu 2ariah dan
hukum positif, Diakhin dengan analisis keengganan mantan istri
mengajukan gugatan nafkah anak setelah terjadi perceraian

herdasarkan tndakan sosial menort Max Weber.

BAB V: Penutup. Dalam bab imi pemiliti mengakhin penulisan dengan
memberikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran

berhubungan dengan kajian penclitian.
H. Landasan Teori

Menurut mazhab Svafi'T, apabila terjadi perceraian suami istri
maka mantan suami dan selaku ayah tetap wajib membayar nafkah anak
dan tidak lepas dan tanggung jawab membenkan pmdidi];a.n.ﬁ Kewajiban
membayar natkah ini dikaitkan dengan kelapangan finansial orang tua.
Maka, Pengadilan harus mempertimbangkan kemampuan finansial suami
yvang menceraikan istrinya dalam putusan kewajiban pembayaran nafkah
anak. Dalam Kifayvatul Akhvar discbutkan wa innama tajibu an-nafagah
laham minhd vasdr al-walidain,™ Schingga nafkah vang harus dikeluarkan

supmi 2 omud disespaikan dengan makanan pokok, lauk-pauk dan hiava

 Aqy-Syafi T, Al-Uim, h. 102

*1ihat: Al-lmam Taqivyuddin Abni Bakar hin Muhammad al-Huosaini al-Higni ad-
Dimuswy wsy-8vall' T Kifmotd Aklpede & W Gavari al-lkheizdr, cet. 1 (CV. Pustuka
As=alam, L0y b 113
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pakaian sesuai adat-istiadat lokal (Caddr). Tapi kalan kondisi suami

tersebut susah secara finansial, maka ia dibebankan 1w

i bawah ini peneliti memaparkan nafkah vang dibebankan kepada
bekas suami setelah perceraian berdasarkan fikih mazhab Svafi'T dan

hukum positif.
1. Matkah Anak Setelah Terjadi Perceraian

Menurut Imam Syafi'1, apabila terjadi perceralan antara suami 1stri,
maka bekas suami berkewajiban untuk membayar nafkah anaknya, scbagal
berikut: (1) Jika kedua orang tua berpisah dan keduanya berada di satu
daerah, maka ibu lebih berhak terhadap anak selama belum menikah
dengan laki-laki lain dan anak masih kecil. (2) Apabila anak sudah 7 atau 8
tahun dan telah mampo berpikir membedakan sespatu, maka anak
diberikan hak memilih antara tinggal bersama bapak atau 1bunya, (3) Anak
tingeal bersama siapa vang dipilibnya dan kedva orang twa, Jika dia
memilih ihunya, maka bapaknva tepat harus membayvar nafkah anak.
Bapak tidak holeh dicegah uniuk memberikan pendidikan kepadanva. (4)
Hukum pembayaran nafkah anak berlaku umum antara anak laki-laka dan
perempuan, (5) Khusus anak laki-laki diberikan hak keluar menjalankan
aktifitasnya tapi tempat tinggalnya bersama ibu, dan bapak tetap
berkewajiban menafkahinya. (6) Apahila anak memilih hapaknya, maka
bapak tidak berhak melarang anak didatangi ihunya dan tidak holeh
melarang anak mengunjungi ibunya beberapa hari. ™ Maka, walaupun
pengasuhan anak berada di tangan by, tapi naftkah anak tetap dibebankan
keswajibannya kepada bapaknyva. [Dan perawatlan, kesejahieraan anak dan
rumah ibunya, tetap mempakan tanggung jawah ayahnya. Jika ibu tidak
bisa menyusui anak. maka tanggung jawab avah menyerahkan anaknya

kepada orang lain uniuk dirawat dan disusui. Dan jangan sampai

“fhid., h. 115.

"ALImam Abo * Ahdullah Mubammad [dris asy-5vafi' 1, Al-Iim, et 1 (Bairoe Dar al-
Fikr, 2009), h. 102; Asy-Bval' T al-Quresyv, Monsii'ah ol-Imd@m asy-50@i T, cel. | (Bairdit: Dr
wl-Ihwd' at-Turds al-" Araba, 20000, jild VI, b, 301,



menyehahkan ayah mengurangi natkah yang wajar vang berhak dipernleh

ibu sesuai dengan keadaannya.

Mengenai nafkah, .5, Al-Bagarah avat 233 menegaskan: " Parg
the hendakloh menyesukan anok-anaknyva selomao dua talu peaol, voitu
bagi vang ingin menvemproriakan penvisuan, Dan 5t avah waiih memberi
makan dan pakakion para ibu ftw dengan cara yang ma vl ” Ayat 1m
secarg kKhusus menvebutkan nafkah pemeliharaan anak, seharusnyva alazan
demi  amak  digunakan sehagai  alasan menekan pihak  yang fidak
melaksanakan kewajiban. Firman Allah 5WT: “fanganfah seorong ibu
menderita  kesengsaraan  karena aneknva dan seorang avah  karena
anaknyva, doan waris pun berkewajiban demikion pula, " Avah dan ibu harus
memutuskan kesepakatan pemeliharaan anak dengan cara musyawarah,
harus memperlakukan anak secara wajar dan benar selama helum hals
masa maksimal dua tahun jika amak harus disusukan orang lain atan
mengkonsumsi susu formula, Petunjuk lebib lanjut ditegaskan dalam Q8.
At-Talagq: 7. Hendaklah orang vang mampu memberi nafkah menurut
kemampuannya.  Dan  orang  vang  disempitkan reckinya hendaklah
memberi nefkah dari harta vang diterikan Allah kepadanya. Allah tidak
memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa vang Allah
berikan kepadanva. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah
kexempitan, " Syariat Islam tidak memaksakan heban vang bherlehihan
kepada salah satu pihak. Tetapi harus berupaya semaksimal mugkin demi
kepentingan anak sesuai dengan kemampuan. Apabila bertindak dengan

segenap ketulusan hati, niscaya Allah akan membenkan jalan keluar.™

-

It
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" abdul, Shari‘ah, h 133,
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“Bertakwalah kalian dalam masalah wanita, Sesunggufinya mereka iharat
tawanan i sisi kalian. Kalian ambil mereka dengan amanah Allah dan
kalian halalkan kemaluwan mereka dengan kalimat Allah. Mereka memiliki

hak unink mendapatkan rezeki dan pakaian dari kalian. " (HRE. Muslim). "

Tentang kewajiban nafkah mm, Nabi SAW menckankan dalam

hadis:
i S TR R IETRIET CAp e (W Aad R
ul L.a-'u-‘-'-'i.'ﬂ' QﬁﬂJ“‘:L‘*J‘*uﬁ"Lﬁr""JﬁtL*“u‘ﬁ‘ L.-J_.—'-E'-'.Lllr‘-_l-'-'—é"-"-h

= 1 : P o i = g arlge s 8 e e A f
L':é;%!;::;v{-_g=E:-i-'fn-‘-:|$r_;¢l:¢’-L:I~.lL:5ule.L_r.'g.~_JLf;i.;.;_.:gux.:t

o ‘.: % v v - . " --.
(A3 il LSS U feasy (s pli Y e e S

Muhammad hin Al-Musanni telah bercerita kepadaku, Yahya hin
Hisyam telah berkata, ayahku telah menyampaikan kepadaku kabar dari
"Aisyah, bahwa Hindun binti "Utbah berkata kepada Nabi SAW: ~“Wahai
Rasulullah, AbQi Sufvan adalah orang kikir, dia tidak memben nafkah
untukku dan anakko kecuali yang aku ambil sendiri secara tersembunyi
tanpa sepengetahuannya.” Nabi SAW bersabda: “Ambillah secukupnva
apa pun vang kau perlukan witikmu dan anakmu secara wajar. "' Hadis
ini menunjukkan boleh mengambil vang milik suami untuk menambah
nafkah, dan boleh mengambil semua nafkah ketika nafkah ditahan (tdak
diberikan) suami ™

Makna kata rajulun svahih, dan svuh vaitu al-bukhin ma’a al-hirs,

pelit disertai tamak ataw rakus, Kata sywh ini lebih omum dan pada al-

L An-Nawawl, Sahith Muslim bi Syarhi an-Newawi, ditahay dan ditakbeT oleh “1sim
as-Sahhabitt, Hazm Muhammad dan Imdd " Amir, cot 4 (Kairo: Darol Hadig, 200070, h. 432,

" Al-lmam al-Hatiz Ahmad hin Ali kin Hajar al-" Asqalant, Farku al-Barl b Sparhi al-
Buihard, cet. | (Kaire: Dar al-Had®, 1998), jihd IX. h. 612

“yahyva dalam hadis tersebut adalah Thou Sa ' al-Qanin. Adapun Hisvam ialah Thnu
"Urwah, dan Hindun bints “Atabah bm RabT ah, staw bin " Abdil Svams bin " Abdi Manif. Dulam
riwayut asy-5val 7 durt Anas bim IyEd dart Hinsyvim, Hmdun i sdalsh tbunda Mo owivah,
istri Aba Sufyan. Abl SufiiEn ialah Sakhar bin Harb hin " Abdi Svams. Abn Bufvan  soami
Hindun ini pernah mengepalai subu Curaisy setelah peristiwa Badar. Tkot berperang dengan
Quraisy ketika perung Ubud dan Khandok, Dan Abl Sulvin memeluk Islom pada malom
Penaklukan kota Makkah (Fah Makkah), fhid, b 612-613,



bukchlu sehah kalau pelit (fakhil) hanya pada harta saja, sedangkan syuh ini
dalam segala hal. Menuwrut al-CurtubT hahwa Hindun disini tidak
menyebutkan sifat syuh AbT Sufyan dalam segala hal. Tetapi Hindun
sedang menceritakan perlakuan dan sifat Abd Sufyan terhadap Hindun dan
anak-anaknya Bukan berarti AbO Sulyan mutlak scorang bakhil, karena
secara psikologls pars pemimpin atau orang-orang besar melakukan hal
vang sama terhadap keluarganya. Bersikap hemat terhadap keluarga ini
merupakan bentuk kepedulian terhadap orang lain, supaya orang lain tidak
merasa tersakinl (isg Idf werhadap orang lam).”™

Imam as-Svah'T menambahkan dalam nwavalnya sirran fahal
alayya fi Zalika min syai’ secara sembunyi-sembunyi (rahasia), apakah
ada pertanggung jawabanku atas perbuatan itw, Dalam riwayat az-Zuhri
dengan ungkapan fahal “alayva harajun an wima man allasT lahu
‘tvalund, apakah saya berdesa karena telah memben makan orang vang
menjadi tanggung jawab kami?™" Lalu Rasulullah bersabda: “Khust ma
vakfiki wa waladake bi al-ma’riy” dalam riwayat Syu aib dad az-Zuhri
jawaban Nabi SAW terhadap Hindun adalah Id haraje “alaiki an
tut imthim bi al-ma riif “Tidak ada dosamu kalaw melakukan ifw wntuk
memberi makan mereka dengan cara yvang ma ruf.” Menurut al-Qurlubi
kata khuzi dalam riwayat tersebut adalah kata perintah dan mengandung
makna boleh melakukannya ditunjukkan dengan dalil Id haraja™ Makna
kata ma ref adalah okuran yang dikenal dalam kehiasaan atan adat
sctempat babwa sesuatu itu dinilan cukup (al-gadar alfazt wifa b oal-

“ddak annakhu al-kifivah),

1 gy -
Thied,
“Hadis ini juga dalil tentang hukwm kewajiban memberi naflcah kepada istri, sesuai

dengan takaron atau ukuran cukup, Hal ini berdasarkon pendapal mavoritas ulama, termasuk
pendapat Tmam Svafi T, vang diceritakan oleh al-Juwaini, Berdasarkan pendapat vang masyhur
usw-Svil'T, bahwa takaran mafkah iu adalah menggunakan mud. Schingea suami yang punya
kelopanun finansial setinp hori hares memberikon oafkah doa (2) mud. Sedangkon yung
kenangannya menengah sam setengah meed (1,5) dan vang karang mampu sat sued. Adapun
penentuan dengan takaran eod o juga dirowavatkan dari Imam Malik Imame an-Nawawi
dulum Svarh Muslim, mengatakan babhwa hodis ind sebagan bugjuh bug pura ashadb kam,

“ ibid, h. 613.
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Dari sini dapat dipahami bahwa walanpun perbuatan yang
dilakukan Hindun mengambil vang suaminva untuk menafkahi diri dan
anak-anaknya, vang kemudiaan mutlak boleh hukumnya berdasarkan lafaz
dari sabda Nabi SAW, tapi sebenarnya diberikan batasan (mugayvad).
Seakan-akan beliau mengatakan, “Jika memang benar yang enghkau
katakan.” Menurut pendapat bahwa ada kemungkinan Nabi SAW
mengetahui kejujuran yang disampaikan Hindun sehingga tidak perlu
dibatasi an};iﬂ"}-m Menurut Ibnu Hajar al-"Asgalant (773-852 H/1372-
1449 M) hadis ini juga dalil kewajiban avah menafkahi anak walaupun
sudah besar. Ditinjau dan penuturan kisahnya, bubwa di rumah Abi
Sulyan tersedia semua yang dibutuhkan, tetapr Hindun tidak basa
mendapatkan vang lebih dari vang diberikan Abd Sufyin sehingga
meminta izin mengambil tambahan vang tanpa sepengetahuan suaminya,

Pengaturan kadar nafkah tidak discbutkan secara tegas dalam Al-
Qurian atau Hadis, Adapun dalil mengenai Kadar nafkah anak yang harus
dibavar, diantaranya firman Allah SWT: “Hendaklah orang vang mampu
memberi nafkalt menuwrue kemampuannya. Dan orang vang disempithan
rezkinva hendaklah memberi nafkah dari harta vang diberiban Allah
kepadanva, Allah tidak memifndban beban kepada sexeorang melainkan
{sekedar) apa vang Allah  berikan  kepadanva, Allah  kelak akan
memberikan kelapangan sesudak kesemypnran.” (QS, at-Talag [65]: 7)
Menurut Ag-San ant (1059-1182 H) ayat ini dalil tentang kewajiban
nafkah dan FKiswah (pakaun) yang dibenkan swami kepada st
sehagaimana jjma’ ulama.*® Ketentuan nafkah diberikan secara patut,
maksudnya sekedar mencukupi dan sesuail dengan penghasilan suami agar
tidak memberaikan snami apalagi memudharatkannya. Para nlama sepakat
kewajiban nafkah tapi mengenai kadar vang harus dikeluarkan, namun

mereka berbeda pendapat mengenai batasan kadar yang wajib diberikan

“Thhiel.
" il T, 614,
“Imam Mubammad bin Isma'il bin Salgh al-Amir as-San' @n1, Subul as-Saldm Syarh

Bulffig ol-Mardm min Jomis Adillari al-AhkGm (Karo: Syirkah al-Quds, 2007), h. 316,
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suami kepada istri dan anaknya demi kemaslahatan hersama, supaya
masing-masing suami istri mengetahui hak dan kewajiban. Maka, kadar
nafkah jumlahnya relative sehingga tidak boleh semena-mena menuntut

besarnya, karena diberikan menurut kesanggupan Hcseumng.'m

Menurut asy-Svafi't (150-204 H767-819 M) bahwa masalah
pembayaran nafkah dibedakan antara orang mampu (miser) dan tidak
mampu (mugtar aloiiagir) berdasarkan frman Allah SWT (5, AlL-
Taldq (65) 7 Adapun batas minimal nafkah yang harus diberikan regrar
adalah vang hiasa berlaku (ma’ref) secara patut di daerah suami istri.
Apabila vang biasa berlaku istri memiliki pembantu, maka suami
mengusahakan pembantu istrinya minimal  sata urang.m Batas minimal
nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya adalah md I3 vagiimu
badann abadin "ald agalli minhe sehanyak apabila hadan seseorang tidak
hisa tegak hila diberi makan kurang dari wkuran tersebut.” Jumlahnya
adalah satu meed Nabi SAW vang terdiri dar makanan pokok negeri
dimana suami-istri berada, dalam sebulan seluruhnya berjumlah 30 muod,
dan bhagi pembantu istri sama. Sebagian ada vang berpendapat bahwa
nafkah istri dalam sebulan 4 kerat daging, setiap Jum’at diberikan 1 kerat.
Selain nafkah pangan, juga hams dikeluarkan untuk pakaian sesuai dan
layak digunakan di setiap musim di tempat tersebut. Jenis pakaian istri
adalah vang hiasa digunakan wanita di negerinva. Bagi suami yang kaya
{(miisir) boleh memberi nafkah istri sebanvak 2 rmewd makanan dalam
sehari, dan memberikan lauk, daging melebihi dari vang telah disebutkan

tadi!

2. Hadanah (Hak Pengasuhan, Perawatan, Pendidikan dan
Perlindungan)

“Syamsul Buhri. “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam: Conjugal Need Concept in
Islamic Law,” dalam furnal Now Hidaen, No. 66, The XV, Agustus, 2005, h. 39,

“ALImam Abo* Ahdullah Mubtammad [dris asy-5vafi' 1, Al-Dim, et 1 (Bairoe Dar al-
Fikr, 200095, phd 11, b, %8

* Asy.Syafi'T Al-Um, fhid



Anak adalah pihak vang paling dirogikan akibal perceraian, akan
kehilangan kasih sayang padahal dibutuhkannnya secara utuh dari kedua
orang tuanya, nafkah dan pendidikannya turut tergnnggu.“ Mendapatkan
pendidikan adalah hak asasi bagi setiap orang Islam. Tarbivah salilah
(pendidikan vang baik dan tepat), o 'dvah maddivah wa as-sikhivvah wa
al-adabivyvah (perhndungan sccara  Onansial‘'matenl, keschatan dan
moriltis) adalah hak anak yang dibebankan kepada orang tua. Sebagaimana
anak berkewajiban berbuat baik {al-Birru) dan berperilaku baik (ifisanud
mu ‘amalah) dart anak-anaknya (Q8. al-Isrd’: 23-24)—dan perilaku baik
anak tidak tercapan kecuall melalul dengan memberikan  pendidikan
terbatk—selan Islam mewajibkan menuntut ilmue bak kepada laki-lak:

Maupun perempuan.”

Dalam rangka menjaga dan melindungi hak-hak anak, dalam ajaran
Islam ada kewajiban haddanah. Tujuan hadanah (mengasuh, merawat,
memelithara, dan mendidik anak) pada dasarnya untuk kemaslahatan
anak.” Maka, anak yang sudah berusia 7 atau 8 tahun (mumayyiz)
diberikan  hak memilih diasuh ayah ataukah ibu  ketika rerjadi
persensketaan dalam pengasuhan anak.” Maka ketentuan hadanah adalah
alat untuk melindungi anak (mahdiin) dengan cara mengasuh, menjaga
hak-hak, dan mengurus keperluan dan kepentingannya. Sehingga kalau ada
wanita yang mengasuh anak ingin melepaskan hoddnahnya, maka tidak
jamh. Menurut “Ali Jum®ah hal ini supaya hak-hak vang diasuh (meahgdin)

tidak hilang sebab ohjek yang dipelihara dan diasuh dalam hadanah adalah

* Sudarsono, Hukwn Perkawinan Nasional (Jakarta Rineka Cipta, 2005), h. 116.

“Muhammad ‘Imarah, Hagdig wa Svebhdt Haula as-Samahah al-lslamiveah wa
Hngtgul Insdn, cet. | (Kuairo: Darvssaldm, 2010), b 181-182, 186,

* Ahn 1shaq Thrahim " Ali bin Yosuf al-Fairz Abadt asy-Svirazt, Al-Muhas2ah fi Figh
al-Tacim asy-Spafir, cet. | (Kaieo: Ad-Darul " Alamivyah [t an-Nasvr wa at-Tauer | 2004), h
187,

8 Asy-Sylrkel, Al-Muhaz2ab, h 191,



21

mathdin i sendiri. Maka, hadanah tidak hisa dijadikan sebagai alat unuk

o A
mengancam atau membalas dendam antara orang vang bercerai. ™

Jika suami meninggal atau menceraikan istrinya, maka hagddmah
diserahkan kepada istri untuk mendidik anak dan mengurusnya. Derajat
wowenang haddnah setelah 1bu s1 anak dibenkan kepada nenck dan jalur
1bu, nenck duri jalur ayah, dan para bibi dan jalur 1ibu dan selain mercka
disesuaikan dengan tingkal kemampuan membenkan perhatian dan fakior
kedekatan dengan anak. Rasulullah AW bersabda kepada seorang wanita

yang bertengkar dengan suaminya mengenal haddnah anaknya: fi..--’--‘f «LJI b

[{g*‘i}‘: ‘.1 L« “Engkau lebih berhak terhadap anakmu itu selama enghau
belum menikah, "™

Istri lehih berhak mengasuh anak hingga berumur 7 tahun.
Kemudian, anak diberi pilihan antara ikut ibu atan bapak, maka anak
diserahkan kepada yang dipilihnya. Ada tujuh syarat yang harus dipenuhi
dalam mengasuh anak, vaitu herakal sehat, merdeka, 1slam., dapat menjaga
kehormatan dirinya, dapat dipercaya. tidak bersuami, tinggal di tempat
yang pasti. Jika ada salah satu syarat vang tidak terpenuhi, maka gugurlah
haknya dalam mengasuh anak. Dalil i1bu lebih berhak mengasuh
herdasarkan hadis:
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" Ali Jumtah, Fardwd an-Visd ™ Fordwd wae Abkdm b al-Mee s, cet. 5 (Kaio: Al-
Mugattam li an-Masyr wa at-Tauzrr, 20017]), h 408

T Abdul “Aziz “Lezat al-Khayvit, Al-Mar am wa Man Tor'@ha f§ Rihabi al-Owr'ani
Livratan wa Jiflan, cel. | (Karo: Darvssaldm, 20100, h 84,



Bersumber dari “Amr hin 5ynaib, dari ayahnva, dar kakelonya,
diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW didatangi oleh seorang wanita dan
berkata, ¥Ya Rasulullah, anakku ini dulu kukandung dalam perutku,
meminum  air susuku, dan tidur di pangkuanku. Kini  ayahnya
mencergikanku dan hendak mengambilnyva ™ Rasulullah SAW bersabda,
Englkau lebih berhak mengasuh anak it selama enghou belum menikah, ™
(HR. Abi Dawud).™ Hak anak memilih pengasuhan dari antara kedua

orang tuanya setelah berusia tujuh tahun sabda Nabi SAW:
daly ol Z5 L:‘:-'-E-ja-;-ﬁ-'-'-ﬂ’*n'-‘#'._&-ﬂﬁ-'muf-ﬂ' _.5-#'_.:-"_:*'“""«.,: o

(o5t il alyy)
Bersumber dan AbQl Hurairah RA, diriwavatkan bahwa Nabi SAW

miervirih searang anak memilih antara aval dan iburva, (HE. TirmizT).
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Ada seorang wanita datang menghadap Rasulullah SAW dan
berkata, “Ya Rasulullah, suamiku hendak membawa pergi anakku ini,
padahal ia sangat hermanfaat bagiku. la hisa membantuku mengamhil air
dari sumur Abu “Anbah ™ Rasulullah SAW bersabda, “Ini avahmu dan ini
ibumu. Peganglah tangan salah satmnva semawmn.” Lalu anak itu
memegang tangan ibunya. dan ibunya pun membawanya pergi. (HR. Abi

Dﬁwud}.ﬂ

Hukum Posiaf

“Ahn Ahmad Majieh, Fikilk Mazhah Sya©, cet. 1 {Bandung: Penerhit Marja, 2008},

h. &70.

Najich, Fikih, h. 671.
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Persoalan puiusnya perkawinan atan perceraian serta  akibai-
akibatnya, diatur dalam Pasal 3% sampai dengan Pasal 41 UL Perkawinan.
Tata cara perceraian diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36
Peraturan Pemerintah No. 9 Tabun 1975, dan teknisnya diatur dalam
Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 KHI juga menjelaskan
beberapa istilah vang berkaitan dengan percersmian dan akibat hukumnya,
termasuk vang berkaitan dengan teknis pelaksanaannya agar tindakan
percerian itu dilakukan sesual dengan hukum Islam.™ Maka perceraian
merupakan suatu perbuatan hukum yang membawa akibat-akibat hukum

tertentu.

Sesua dengan Ketentuan Pasal 144 KHI, perceraian dapat terjadi
karena adanya talak dari smami atau gugatan perceraian yang dilakukan
oleh istri, perceraian hanya dapat dilakokan atas dasar paiusan hakim di
depan sidang Pengadilan Agama."' Pengadilan dapat mewajibkan kepada
bekas suami memberikan biava penghidupan dan atau menentukan sesuatu
kewajiban kepada bekas istrinva, berupa mud 'ah, nafkah iddah (bila
istrinya tidak mesyur) dan nafkah anak. Pemeliharaan anak di sini adalah
pemenuhan  herhagai aspek  kebutwhan primer dan  sekunder anak.
Pemeliharaan meliputi aspek pendidikan, biava hidup, kesehatan,

ketentraman, dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya.™

Dalam hukum positif di Indonesia, terkait dengan ketentuan nafkuh
anak setelah terjadi perceraian diatur dalam UU No, | Tahun 1974 tentang
Perkawinan, UL Mo, 17 Tahun 20016 tentang kesejahteraan anak dan KHI,

dengan rincian sehagai berikut:

1. Ketentuan Mafkah Anak dalam UL Perkawinan No. 1 Tahun 1974

WAL, Hukum, b 73, 75.

"’T}epa riemen Agama BRI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,
Tritiuksd Prociden BT Nomor T Tobie 1O0T .i‘:'r.uupﬂr:.h' Hukewwm Tl of Tndonesie, (Takarta:
Dirjend. Pembinsan Badan Persdilon Agama Lslom, 1997) b, 53,

"L, Hikum, b 64,



Pazal 41, akihat putsmya perkawinan karena perceraian ialah: (a)
Baik ibu atau bapak tetap herkewajiban memelihara dan mendidik anak-
anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada
perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi
keputusan. (b) Bapak yang bertunggung jawab atas semua biaya
pemeliharaan dun pendidikan vang diperlukan unak, bilamana bupak
dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan
dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. (c) Pengadilan
dapat mewsjibkan kepada bekas suami untuk membenkan biaya
penghidupan danfatau menentukan sesuatu kewajiban bag bekas istri,™

Pasal 45; Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak: (1)
Kedua orang ta wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka
sebaik-baiknyu. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1)
pasal 1m berlaku sampal anak 1tu kawin atau dapat berdin sendin,
kewajiban mana berlaku tersebut meskipun perkawinan antara kedua orang
ua pmu.-'.f"' Pasal 49: (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut
kekuasaannya terhadap secorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas
permintaan orang tua vang lain, keluarga anak dulam gans lurus ke atas
dan saudara kandung vang telah dewasa atau pejabat yvang berwenang,
dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: a, Ta sangat melakukan
kewajibannya terhadap anaknva; h. la berkelakuan huruk sekali. (2)
Meskipun orang dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap herkewajiban
untuk memberi braya pemelibaraan kepada anak tersebur,”
2. Ketentuan MNafkah Anak dalam UU No. 17 Tahun 20016 Tentang

Perlindungan Anak

Pasal 4. Sctiup anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh.
berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

MPEEEI', Himporan Peraturan Persndveng -Undongon Porodilon Ao TH Trdore sie,

cet. | (Medan: Perdana Puhlishing, 2000}, h. 24.

™ fbict.
" ibict., h. 25.
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diskriminasi. Paszal ®: Setiap anak berhak memperoleh  pelayvanan
kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental,
spiritual dan sosial. Pasal 9: (1) Setiap anak berhak memperoleh
pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan
tingkat kecerdasannya sesual dengan minat dan bakatnya. (2) Selain hak
anak scbagammana dimaksud dulam ayat (1) khusus bagi anak yang
menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa,
sedangkan bagi anak vang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan

pendidikan khusus.

Pasal 20): Negara, pemerintah, masyarakat, kelvarga dan orang tua
berkewmiban  dan bertangrung  jawab  terhadap  penyelengearaan
perlindungan anak. Pasal 21: Negara dan pemerintah berkewajiban dan
bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak
tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik,
budava dan bahasa, status hukom anak, wrat kelahiran anak dan kondisi
fisik danfatan mental. Pasal 22: Megara dan pemeriniah berkewajiban dan
bertanggungjawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam
penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 23: (1) Negara dan pemerintah
menjamin perlindungan pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan
memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain vang
secara  hukum  herangeung  jawab  terhadap anak. (2) MNegara dan

pemeriniah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 26: (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab
untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b
menumbuhkembangkan anak sesual dengan kemampuan  bakat  dan
minatnya; dan ¢. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
(21 Dalam hal orang tua bdak ada, ataw Gdak diketahoi keberadaannya atan
karena suatu sebah, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung
Jawahnva, maka kewajiban dan angoung jawah sehagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dapat beralih kepada kelvarga, yung dilaksanakon sesuai

25



dengan ketentuan peraturan perondang-undangan vang herlaku. Pasal 45:
(1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawah menjaga kesehatan anak
dan merawat anak sejak dalam kandungan. (2) Dalam hal orang tua dan
keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud dalam avat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya. (3)
Kewajiban  scbagmimana  dimaksud  dalam  avat (2).  pelaksanaannya

dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yvang berlaku.

Fasal 4%: Megara, pemerintah, dan orang tua wajib memberikan
kesempatan  vang  seluas-luasnya  kepada anak uniuk  memperoleh
pendidikan. Pasal 5(: Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
digrahkan pada:; a) Pengembangan sikap dan kemampuan Kepribadian
anak, bakal kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka
yang aptimal. b) Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan
kehebasan asasi. c) Pengembangan rasa hormat terhadap orang ftua,
identitas budava, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di
mana anak bertempat tingeal, dari mana anak berasal dan peradaban-
peradaban vang berbeda-beda dari peradaban sendiri. d) Persiapan anak
untuk kehidupan vang bertanggung jawab. e) Pengembangan rasa hormat

dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pasal 55: (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan
dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar
lembaga. {2) Penyelenggaraan pemelibaraan sebaganimana dimaksud dalam
avat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masvarakat, (3) Penvelens garaan
pemeliharaan sehagaimana dimaksod dalam ayvat (1) dapat dilakukan oleh
lembaga masyarakat. (4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharann dan
perawatan  schagaimana  dimaksud  dalam  avat (3) pengawasannya
dilakukan oleh Menten Sosial. Pasal 57: Dalam hal anak terlantar Karena
suatn sehah orang  wanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga
sehagaimana dimakswd dalam Pasal 35, keluarga atan pejahat yang

berwenang  dapat mengajukan  permohonan ke pengadilan untuk
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menelapkan anak sehagaimana anak terlantar. Pasal 58: (1) Penetapan
pengadilan sehagaimana dalam pasal 57 sekaligus menetapkan tempat
penampungan, pemeliharaan dan perawatan anak terlantar vyang
bersangkutan. {2) Pemerintah atau lembaga yvang diberi wewenang wajib

menyediakan tempat sebagaimans dimaksud dalam ayat.
3. UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahternan Anak

Pasal 2: (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan
bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam kelvarganya maupun
dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembangan dengan wajar. (2)
Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan
kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi
wirga negara yang baik dan berguna. (3) Anak berhak atas pemeliharaan
dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah
dilahirkan. (4} Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup
yang dapat membahayakan atas menghambat pertumbuban dan

perkembangan dengan wajar.

Pasal 5: (1) Anak yang tiduk mampu berhak memperoleh buantuan
agar dalam hingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan
wajar, (1) Pelaksanaan Ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Femerintah, Pasal 9: Orang ua yang periama-tama berangoung
jawab atas terwujudnya, kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani
maupun sosial. Pasal 10: (1) Orang tua yvang terbukti melalaikan tanggung
Jawabnya sebagaimana termaksud dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan
timbulnya hambatan dalam pertumbuban dan perkembangan anak, dapai
dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal ini
ditunjuk orang atau badan sebagai wali. (2) Pencabutan kuasa asuh dalam
ayat (1) tdak menghapuskan kewajiban orang atau yang bersangkutan
untuk  memblayal  sesual  dengan  kemampuannya,  penghidupan,

pemeliharaan dan pendidikan anaknya. (3) Pencabutan dan pengembalian
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kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan kepuiusan hakim. (4) Pelaksanaan
ketentuan ayat (1), (2), dan (3) diatur lehih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.

4. Kompilasi Hukum Tslam

Pasal 10d: (1) Semua hiava penyusuan anak  dipertanggung
jawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnva telah meninggal dunia, maka
biava penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi
nafkah kepada ayahnya atau walinya. (2) Penyusuan dilakukan untuk
paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang

dua tahun persetujuan ayah dan ibunya.™

Pasal 105: Dalam hal terjadinya
perceraian: a. Pemeliharaan anak vang belum memayyviz atau belum
berumur [2 tahun adalah hak ibunya. b. Pemeliharaan anak vang sudah
mumayviz diserahkan kepada anak uniuk memilih diantara ayah atan
ibunya scbagal pemegang hak pemeliharaannya. ¢. Biaya pemelibaraan
ditanggung oleh a}'&hn}'a.ﬁ Pasal 156: d. Semua biaya hadanah dan
nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menunut kemampuannya,
sckurang-kurangnyy sampal anak tersebut dewasa, dapat mengurus din
sendirt (21 tahun). e. Bilamana terjadi perselisihan mengenm hagdd@nah dan
nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan
huruf (a), (b), dan (d).* Pengadilan dapat pula dengan mempertimbangkan
kemampuan suami dalam menetapkan jumlah biaya untuk pemelibaraan
dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanyu.

Dalam rangka memfokuskan pembabasan nafkah anak setelah
lerjadinva perceraian, maka berikut i penulis memaparkan akibat
pulusnya perceraian tanpa memperpanjang dalam tekmis pelaksanaan

perceraian.

Akibat Putusnya Perceraian Menurut KHI

"'"Depuat‘rmmn Agama, Kevapilasi, h. 49,
“tbid , h. 50,
“tbid , h. 68,
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Akibat hukwm vang muncul ketika putus ikatan perkawinan antara
searang suami dengan seorang istri dapat dilihat beberapa garis hukum
baik yang tercantum dalam UU Perkawinan maupun yang tertulis dalam
KHI. Putusnya ikatan perkawinan dimaksud, dapat dikelompokkan dalam

karakitenstik benkut:
1. Akibar Talak

Akibat perkawinan yang karena suami mentalak istni mempunyai
beberapa akibat hukum berdasarkan Pasal 149 KHI, yaitu: Apabila
perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajilv (d) Memberikan
biaya haddnah (pemeliharaan anak) anak yang belum mencapai umur 21
tahun. Ketentuan ini bersumber dari Q.8 Al-Bagarah ayat 235 dan 236."
Penetapan hukum haddnah sampai usia imi karena anak usia antara umur 5
sampai  kira-kira 200 tahun, umumnya dapat dipengamhi, sehingga
kepribadian setelabh wmur tersebut menjadi stabil dan basanya tdak
berubah lagi. 5-20 tahun ini merupakan the formative vears yang pada
umumnya kebiasaan ataupun tradisi vang telah tersusun masa im sulit
berubah walaupun memang peluang tetap masih ada karena kehidupun
manusia dinamis.” Anak lebih banyak menemukan mla-nilal tanggung
jawab dan mental dari ayah sebagai inti peran ayah. Peran ibu juga sangat
besar, maka sikap yang terbaik adanya hubungan kerja sama kﬂduﬂn}'a-”
Mengasuh anak dengan berkontribusi bagl perkembangan moral anak.
Menurut Eisenberz dan Valiente sccara umum anak yang  bermoral

cenderung memiliki orang twa yang memiliki karakteristik hangat dan

“Ali, Hukum, h. 77.
-"':"!:'u'_-.'u:..im Panca Wira Bhakt, Bunga Rampai: Perilatn Tentang Kriminalifos Remaja
diee Pemeedn Beaertn Perdbiniene, (Takarra, 199a), he 186,

MSekar Avuningtyvas, Mangjesen Peonasalalan R Tongga: Beragon Solusi
Cerdas Konflik Keluarga Anda, cet. | (Yogyakarta: Sampang, 2015), h. 16,



sportif dibandingkam menghukum, menerapkan kedisiplinan dengan hijak,

menghargai dan menghormati anak. ’
2. Akibat Perceraian (Cerai Gugat)

Ceral pugat, yaitn seorang isiri menggugal suaminya uniuk bercerai
melalui pengadilan, kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan
dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat
(suami) perkawinan. Ceral gugat didasarkan hadis Nabi SAW.™ Menurut
Pasal 156 KHI akibat perceratan (cerai gugat), sebagai berikut: 1) Anak
vang belum mumavviz berhak mendapatkan baddnah dari ibunya, kecuali
bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh: a.
Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu. b. Ayah. ¢. Wanita-
wanita dalam garis lurus ke atas dar ayah. d. Saudara perempuan dari anak
yvang bersangkutan. e. Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis
samping dar ibu, . Wanita-wanita dan kerabat sedarah menurut gans
samping ayah. 2) Apak vang sudah mumayyiz berhak memilih untuk
mendapatkan  fadanal dani ayah atau ibunya. 3) Apabila pemegang
fadanah ternyata tidak dapat menjamin keselumatun jasmani dan rohuani
anak, meskipun biaya nalkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas
permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan
hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyal hak hadanah pula. 4)

Semua biaya hoddnal dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut

“lohn W, Santrock, Remaja, edisi 11 (Takarta: Erlangga, 2007}, jilid I, h, 322,

TEAN, Hukwee, Ha Thari Ame hin Swuaib, dari hapakoya, dari kakeknya RA;

= 1 A She o BTt dgamate oo a B B G g 4 AT Tl abs e e Ry g, T
§ P 0 gy ¢ oty 8 g 3 A g B i D30 6 R Sh e o B B L d0 G O

wA 5 Y N IR Rt TR IOl TR P Y T T T Ay e s
ooy st g St il B L iy D e st 31 el il vl Byg a9 gt

]
L

Buhwasunya seorang perempuan berkota kepads Rasululluh $AW: “Waha Rasululluh AW
gava vang mengandung anak ini, air susukuo wvang diminumnyva, dan di bilikko fempat
kumpulaya (hersamalu), ayahnya relah menceraikanku dan ia ingin memisahkannyva darilo,
miky Rosululluh SAW bersubdu: “Koamer lebih berhok memeliharanyva seloma kamy tidak
rrenfkenl " (HE. Ahmad, Abd Diwod dan Hikim mensahihkanmya).
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kemampuannyva, sekurang-kurangnya sampai anak tersebul dewasa dan
dapat mengorus diri sendiri (21 tahun). 5) Bilamana terjadi perselisihan
mengenai haddnah dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan
putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d). 6) Pengadilan dapat
pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menctapkan jumlah biaya

untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak vang tidak turut padanya.
3. Akibat Khelu”

Percernian wang terjadi akibat khuln®  adalah  suvatu  ikatan
perkawinan vang putus karena pihak istrn telah memberikan harta untuk
membebaskan dirinya dari ikatan perkawinan. Maka perceraian ini terjadi
atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau vang “iwad kepada
dan atas persetujuan suaminya. Dengan Khulu” perceraiannya mengurangi
jumlah talak dan tidak dapat dirujuk berdasarkan Pasal 161 KHI:
Perceratan dengun jalan khulu® mengurangi jumlah talak dan tak dapat

dirujuk.™

I. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran dan pencarian penulis belum ada disertasi
vang membahas sceara khusus tentang “Implementasi Pembayaran Nafkah
Anak Serelah Terjadi Perceraian Menurt Fikih Svafi'T dan Hukwm Posinf
(Stredi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sumeatera Utara).”
Mamun, berdasarkan pengamatan penulis ada beherapa karva ilmiah erkant

dengan judul yang penulis angkat, diantaranya:

1. Jamiliya Susantin: fmplementasi Pemenuhan Nafkah Pasca Puiusnya
Perkawinan Karena Perceraian Di Pengadilan Sumenep Madura.
Program Magister Al-Ahwal Svakhshiyvyah Pascasarjana UIN
Maulana Mahk Ibrahim, Malang, 2014,

MAR, Hukaom, b 78,
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Penelitian ini memfokuskan pada hentuk  implementasi  dan
efektivitas hukum dari putusan nafkah anak yang membebankan tanggung
jawab kepada suami pasca putusnya perkawinan karena perceraian.
Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisa yang berkaitan
dengan impelementasi pemenuhan nafkah  anak  pasca  putusannya
perkawinan karena perceratan di PA Sumenep-Madura dan upaya vang
harus diternpuh oleh ibu agar orang tua laki-laki (suami) melaksanakan
kewajibannya dalam membiaval hidup anak pasca putusan cerai. Hasil
Penelitan menunjukkan implementasi pemenuhan nafkah anak pasca
putusnya perkawinan karena perceraian di Pengudilan Agama Sumencp
dapat dikatakan ndak sepenubnya mencapan sasaran. Penelitan dianalisa

dengan mengaunakan teon efekuvitas hbukom menurat Soejono Soekanto,

2. Anjani Sipahutar: Tanggung Jawab Orany Tua Terhadap Nafkah Anak
Pasca Putusan  Perceraian Bagi Warga Nepara  Indonesia  yang

Beragama fslam, Tesis Program Studi Pascasarjana Tmue Hukum TS,

tabiman 2001 3,

Penchtian 1 menggunakan metode pendekatan yundis normatif
dengan spesilikasi penchitian bersifat desknptif analins, menitikberatkan
pada penelitian dokumen atau kepustakaan dengan mencan teori-teori
pandangan yang mengemukakan korelasi dan  relevansi, dengan
permasalahan yang ditchin dan untuk melengkapi data yang diperoleh dan
penclitian dokumen serta kepustakaan dilakukan peneliban lapangan yaitu

dar narasumber,

3. Resti Hedi Juwanti: Neafkah Anak Pasca Perceraian Peda Puatusan
Peradilan Agama Indonesin dan Mahkamah Svariah Malavsia Dalam
Perspektif Fikih dan HAM. Tesis UIN Svarif Hidayatullah Jakarta,
2018.

Tujuan kajlannya untuk meneclaah putusan Peradilan Agama
Indonesia khususnya PA Jakarta Pusat dan Mahkamah Svanah Malaysia

32



khususnva di Mahkamah Hyariah Wilayah Persekuioan Kuala 1oampur
tentang nafkah anak pasca perceraian, yang dikaji berdasarkan perspektif
fikih dan HAM. Penelitian ini merupakan penelitian koalitatif dengan tipe
penelitian perbandingan hukum. Melakukan pengkajian terhadap dua
puluhan putusan dan perundang-undangan Negara Indonesia dan Malaysia,
serta buku-buku dan kitab-kitab hkih vang berkaitan dengan judul
penelitian. Hasil penelitiannya bahwa di Indonesia dan Malaysia, UU telah
mengatur secara terperinci terhadap perlindungan hak nafkah anak pasca
perceralan, UL tersebut telah sesual dengan ketentuan vang terdapat di

dalam fikih.

Berdasarkan penelitian ini, bahwa di kedua negara ini masih ada
celah bagi anak yvang tidak mempunvai hak waris untuk mendapat naflkah.
ULI di kedua negara ini juga (elah sespail dengan ketenfuan HAM. [
Indonesia masih belum ada lembaga khusus melindungi pemenuhan hak
nafkah anak pasca perceraian, schingga persoalan penelantaran hak nafkah
anak masih menjadi persoalan besar. Sedangkan di Malavsia sudah
didirikan wvaitu Bahagian Sokongan Keluarga tugasnya menjaga dan
melindungi hak nafkah anak pasca perceraian, mulai dari tuntutan nafkah

tersebut didaftarkan hingga diputuskan oleh hakim dan dieksekusi.

4. Alfian Qodn AziFi:  Jaminan Hak Nafkah Anak  dalam  Hukum
Keluarga Islam di Indonesia. Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan

Kalijaza, Yoryakarta, tahun 2016,

Penelitian ini hanya menvajikan aturan-aturan dan faklta hukum
yang kemudian dianalisis menggunakan teori-teori keadilan, kepastian dan
kemanfaatan hukum dari berbagai macam tokoh-tokoh hukum, sehingga
mendapatkan hasil yang komprehensif dan mendalam uniuk mengamhil
kesimpulan. Hasil dari penelitian ini bahwa aturan yuridis natkah anak
yang ada pada hukum keluarga Islam di Indonesia menyimpan nilai-nila

aksiologi  hukum  yang  bermanfaat  untuk  menumbuhkembangkan
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kehidupan ansial masvarakal vang sejahtera. Sebah, dengan terpenihinya
hak matkah anak, herarti anak-anak telah terpenuhi kebuthan-kebutuhan
dasarnya seperti jasmani, rohani dan intelektual, sehingga anak siap

menjadi manusia yang berkualitas di masa depan.

5. Am Sn Dunyanti: Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Naftah Istri
Dan Anak Dalam Prakrek DN Pengadilan Agama Semarang. Tesis
Frogram Studi Magister  Kenodaratan  Universitas Diponegoro

Semarang, tabun 200/,

Permasalahan dalam tesis ini adalah hagaimana pelaksanaan
putusan perceraian atas nafkah istri dan anak dalam di Pengadilan Agama
Semarang dan bagaimana penyelesaiannya jika putusan tersebut tidak

dilaksanakan.

6. Arlizza Muzavvanuh: Peloksanaan Pemberian Nafhah Anak Pasca
Perceraian {Studi Kasus Desa Bongumrapon, Bonnd, DIY), Tesis
Magister Hukum Islam Fak. Svari"ah dan Hukum UIN Sunan Kali Jaga,

Y ngvakarta, tahun 2001 %,

Hasil penelitian ini menunjukkan kurangnya kesadaran hukum para
mantan istri dan mantan suami, sehingga pemberian nafkah kepada anak
setelah berceral tidak berjalan baik di masyarakat. Kurangnya kesadaran
hukum mantan suami menjadikannya lupa akan kewajiban menafkahi anak

yang diasuh ibunya.

Berdasarkan penelusuran peneliti dar kKajian-kajian  tendahulu,
maka judul disertasi “Imyplementasi Pembayaran Nafkah Anak Seieloh
Terjadi Perceraion Menurwt Fikih Svafi'l don Hukum Positil> Studi
Analizis Terhadap Purusan Pengadilan Agama Sumatera Utara ™ sangzat
relevan untuk diangkal karena permasalahan pembavaran nafkah setelah
terjadi perceraian kerap kali terjadi di tengah-tengah masyarakat Sumut,
dimana mantan spami banyak yang tidak mau membayar kewajibannya,

atau ada yang membayarnya tapi tdak sesum dengan putusan Pengadilan

34



Agama vaitu membavar natkah anak sampai anak dewasa dan mandiri
sebagaimana yang penulis paparkan dalam latar helakang penelitian ini. I
sisi lain, bahwa penelitian dan kajian-kajian terdahulu tidak ada vang
mengangkat masalah implementasi pembayaran nafkah anak setelah
terjadi perceratan yang khusus membahas bGkih SvEO'T dalam masalah

terschut.
J. Hipotesis

Berdasarkan pengamatan pra-penelitan, menurut pencliti bahwa
tampaknya keputusan PA Sumut, yaitu di Medan, Binjai dan Stabat
kontradiksi dengan fikih mazhab Syafi'7, karena di ketiga PA ini hanya
mengejar natkah anak setelah perceraian, tidak sesuai dengan fikih karena
dalam fikih pembayaran nafkah dilakukan setelah perceraian, sedangkan di
PA tersebut memuiuskan pembayaran nafkah sehelum pembacaan ikrar
talak. Selain itu, implementasi putusan kewajiban pembayaran nafkah anak

setelah terjadi perceraian tidak terlaksana dengan baik.
K. Metodologi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengunakan metode
penelitian lapangan. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data
primer dengan teknik wawancara (interview), yaitu penelii melakukan
wiwancara langsung dengan responden. Responden yvang dimaksud adalah
para bekas istri dan hakim yang dipilih dalam penelitian ini. Dan penulis
melakukan observasi dengan pengamatan secara langsung di Pengadilan
Agama Sumatera Utara serta mengumpulkan data-data dan informasi yang

terkait erat dengan penelitian 1m dengan Hakim Pembimbing PA Sumut.

D1 samping itu, selain menggunakan metode penehtian lapangan,
untuk menunjang penclitian, penulis juga mengunakan metode penelitian
pusiaka. Metode ini dilakukan dengan jalan menelaah heberapa referensi
hukum yang herkenaan dengan materi-materi yang akan diteliti. Referensi

tersebut berupa buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan
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dan referensi lainnya vang memiliki keterkaitan dengan masalah vang
diteliti guna menemukan konsep teori yang dijadikan sebagai landasan
berpikir, serta merupakan titik tolak untuk menganalisis masalah dalam

penelitian ini. Klasifikasi penelitian ini terdiri beberapa metode sebagai

benkut:
. Jemis Penelitian,

Penelitian vang dilaksanakan adalah peneliian hukum normarif.
Penelitan imi dilakukan dengan dua tahapan peneliian. Tahap pertama
adalah penelitian swrvey atan penelitian inventarisasi hukum positif, yait
pendokumentasian  keputusan-keputusan Pengadilan Agama di wilayah
Sumatera Utara yang berkaitan dengan perkara pembayaran nafkah anak
setelah terjadi percermian. Tuhap kedua, penelitan untuk menemukan
hukum in concreto atan dalam istilah Pollack disebut legal research, vai
penclitian tentang bagaimana keputusan PA tentang pembayaran nafkah
anak setelah terjadi perceralan yang dihasilkan. Penelitian ini mengikuti
proses search and research: (1) proses yang dikenal sebagal searching for
the relevant facts yang terkandung dalam perkara hukum yang dihadap
(legal facts) schaga bahan premis minor; dan (proses) searching for the
relevany legal prescriptions yang terdapat dan terkandung dalam gugus
fikth mazhab Svaf' 1 dan hukum positif vang berlaku sebagai bahan premis

15

TAYOT.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan disertasi ini
adalah penelitian lapangan (field rexearch), vakm jemis penelitian vang
dilakukan di kancah terjadinya gejata.m Palam hal ini data  manpun
informasi bersumber dari PA Sumut vang wilayah hukumnya peneliti
batasi yaitu hanyva di PA Medan, Binjai dan Stabat. Dalam penelitian ini

penulis menggunakan analisis data kualitatif, vakmi data yang sudah

Uihat, Aminr Nomddin, et of, Fd. Mohammad Tqhal, Mefolodalngi Perclivian My

Svari ah (Bandung: Ciptopustaka Medio, 2008), b 179-178.

"Syaifuddin Azwa, Metode Penelition (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h, 6.

k1]



diidentifikasi kemudian diklasifikasikan mengenai pelaksaan nafkah anak
setelah terjadi perceraian, beserta upaya yang dilakukan mantan istri

terhadap mantan suaminya vang tidak menjalankan kewajiban

memberkan nafkah anak.
2. Pendekatan Pencliian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis sosiologis, yakni melihat hukum sebagai kenyataan yang
mencakup kehidupan sosial. Pendekatan im secara teoritis analiis dan
empiris menyoroti pengaruh gejala sosial di masyarakat terhadap hukum,
begitu juga :-'.Eh:ﬂiL::njm.j'T Dengan pendekatan yang digunakan ini, peneliti
memberikan penjelasan tentang praktik-praktik hukum di masyarakat,
khususnya dalam hal implementasi pembayaran nafkah anak setelah

percerceraian vang dilakukan mantan suami.
3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian vang digunakan dalam penelitian  ini adalah
penelitian deskriprif-analisis, dilakukan dengan cara menggambarkan fakta
yang ada, sehingga lebih mudah untuk dipahami, kemudian dianalisis lalu
disimpulkan.” Peneliti memaparkan dan menganalisis data dan fakta
mengenai pelaksanaan nafkah anak setelah terjadi perceralan disertai
dengan paparan langkah yung dilakukan mantan 150 dan mantan suami

yang tidak menjalankan kewajibannya.
4. Lokasi Penelitian dan Wakiu Penelitian

Dalam rangka mendapatkan informasi dan data yang akurat, yang
berkaitan dan relevan dengan permasalahan dan penyelesaian penulisan
penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian di Sumut dengan objek

penelitian yvaitu PA Medan, Binjai dan Stabat. Ketiga Pengadilan Agama

HI_ Wan Hoane, Perpecticven van de Re:r'.i'n'.-..'.f.u"ir.-i'u_g."f', dalam Soerjonn Sokanin,

Pokok-Polok Sosiologi Hukum (Jakarte: FT Ryja Grufindo Persedo, 2016), b 25,

S yailuddin Azwar, Metodologi Penelitian (Yogyakana: Pustaka Pelajar, 1998), h. 6.
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iersebut dipilih penulis mengingal di Pengadilan i lerdapal puiosan
perkara tentang nafkah anak setelah terjadi perceraian. Penelitian ini
rampung terlaksana selama enam bulan sejak 3 Februari 2020 hingga
Agustus 2020, Dengan perincian di antaranya insttument, pengumpulan

data di lapangan dan analisis data dan penulisan laporan penelitian.
3. Sumber Datu
Sumber data diperoleh dari:

a. Buhan hukum primer, yaitu bahan-baban hukum yang mengikat,
yakmi: 1) UU No. | Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 2) UU No. 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.w 3) UL Perlindungan Anak
Nomor 35 Tahun 2004.%' 4) Peraturan Pemerinah Pengganti ULT No.
1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas ULl No. 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak ¥ 51 Imstruksi Presiden Nomor |
Tahun 199] tentang Penvebarluasan KHL* 6) Yunsprudensi PA

Sumul tentang pembayaran nafkah anak selelah terjadi perceraian.

b. Buhan-bahan hukum sckunder. yang membenikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer, seperti Undang-Undang, hasil-hasil
penelitian, karya Imdm Syifi'T dan fugaha mazhab Svafi'l, karva
ulama dari kalangan hukum dan sehagainya.

c. Bahan hukum tertier dan hahan hukum penunjang, mencakup:

1) Bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan

terhadap hukum primer dan sekunder seperti Kamus, Ensiklopedi,

”Pagar, Himpinan, b 16

®fbid., h. 105.

K Tim Penyusun, Himpeoan Perandang-Uadangan Repuddik Tndvonesio: Dndong-
Tinddang Pedindungen Anak, cet. | {Jakama: Laksana, 2018), h. T8

“ibid., h. 150,

" Departemen Agama, Kompilasi, Ibid.



2) Bahan-hahan primer, sekunder dan terfier penunjang di luar
hukum yang dipergunakan untuk melengkapi maupun menunjang

data penelitian.
f. Metode Pengumpulan Data
a. Wawancara

Beranjak dari jenis penelitian imi adalah penelitian lapangan (ffeld
research), maka dalam melakukan peneliian ini, penulis mengunakan
metode penelitian lapangan. Metode i dilakukan dengan mengumpulkan
data pnmer dengan tekmk wawancara  (imferview), vaitu  penelit
melakukan wawancara langsung dengan responden, Wawancara vang
penulis lakukan tentunya dengan cara berbadapan secara langsung dengan
yang diwawancarai, ™ Responden vang dimaksud adalah orang vang
berperkara, bekas suami dan istn, dan hakim yung dipilih penulis dalam
penclitian imi, Dan penulis melakukan observasi di mana  penulis
melakukan pengamatan secara langsung di PA Sumut serta mengumpulkan
data-data dan informasi vang terkan eral dengan penelitian ini dengan
Hukim Pembimbing PA Sumut. Dengan metode i pula, penulis
mengajukan beberapa pertanyaan kepada 5 janda dan duda vang telah
bercerai berdasarkan putusan PA Sumut. Wawancara ini dilakukan untuk
mendapatkan informasi yang konkrit mengenai apakah mantan suami
melaksanakan pemberian hak anak pasca perceraian atau tidak dan apa
yang dilakukan istri terhadap mantan suami vang tidak menjalankan
kewajibannva, Beserta kebijakan yang dilakukan PA dalam menangani

permasalahan pembayaran nafkah anak setelah terjadi perceraian ini,

b. Dokumentas:

Hubiansyuh Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Divertasi, dan Karva Imiah,

cet. 3 (Jukiarta: Kencona, 20033, h 138
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Metode im dilakukan dengan mencari data mengenai hal-hal ataun
variahle yang berupa catatan, buku, arsip dan dokumen-dokumen ® Dalam
penelitian ini yang digunakan adalah arsip tahunan rekapitulasi data
perceralan masyarakat Sumatera Utara, arsip tahunan rekapitulasi data
perceraian masyarakat Sumut dan salinan putusan perceraian vang berada
di PA Sumut. Dalam metode atau tekmik ini penelit mengumpulkan data-
data dari literatur dari kitab induk mazhab Syafi T diantaranya Mausid'ah

al-Ima@m asy-5yaf'1, al-Um, al-Muhazzab, Mugni al-Muhta), dan lain-lain.
7. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul melalui observasi dan wawancara lalu
penulis menelaah dan meneliti bahan-bahan tersebut. Menelaah dan
menganalisa data adalah serangkaian kegiatan mengelola seperangkat
hasil, baik dalam beniuk penemuan-penemuan barma maupun dalam
pembuktian kebenaran hipml::biti.m' Dalam menganalisa data ini penulis

mengambil jawaban responden melalui wawancara yang bersifat

desknpuf.
5. Metode Analisa Diata

Penelitian ini  sebagaimana penelitian  hukum  normative,
pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi
terhadap bahan-bahan hukum tertulis dengan membuat klasifikasi terhadap
bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan anlisis
konstruksi. Analisis data penelitian vang dilakukan melalui beberapa
langkah, yaitu: untuk penelitian inventarisasi hukum dilakukan rerrieval
method, yaitu membuat klasifikasi vang sistematis terhadap data-data
dokumentasi vang sudah dikumpulkan melalui survey atau inventarisasi

ersebut, Kemudian membuoat reduksi data dengan mengklasifikasikan data

ﬁ‘Ell'h.:?ll'i:lil'r'li Arikumwtn, Prosedur Peaclinoan: Swaiw  Pendebomn Proeknl (lakaria:
Rineka Cipta, 1993}, h. 12,
MNusur Bukey, Tantunan Praksis Metodologi Penelitian (Jukorta: Pedomon Lmu Juyva,
1994}, h. 43



herdasarkan: pertama. sumber hukum (lertulis atan tidak terulis), kedoa
jenis hukum (tertulis atau tidak tertulis), ketiga proses pemeriksaan perkara
dan keempat jenis keputusan (putusan atau penetapan). Selanjutnya data
yang berasal dari wawancara dibuat deskripsi dan diakhiri dengan menarik

kesimpulan dengan metode induktif. ¥’

Analisis data dalam penelitian ini
untuk menjawub rmumusan masalah serta pengujian hipotesis yang telah
peneliti sebutkan, sebagai bagian vang amat penting dan menentukan
dalam metode penelitian ini, sehingga berguna untuk memecahkan
masalah dalam penelitian.™ Analisis data dalam penelitian ini adalah
langkah untuk membenkan interpretasi dan arti bag data yang telah
dikumpulkan (data mentah) schingga dapat digunakan untuk menjawab

permasalahan-permasalahan vang diajukan dalam penelitian,”

Dalam menganalisis data dan materi vang disajikan, peneliti
menggunakan metode teori magslafiah, sadde 2ariah dan teori tindakan
sosial menurot Weber—teori tindakan sosial memurotnya adalab suatu
tindakan yvang mempunyval makna hagi dirinva sendiri vang diarahkan pada
orang lain. Tindakan individo wvang diarahkan pada benda mati, tidak
disebut sebagai tindakan sosial, jadi objeknya orang, memberikan respon
terhadap tindakan vang kita lakukan. Menurutnya tindakan sosial
dibedakan menjadi empat: tindakan rasional instrumental, tindakan
rasional nilai, tindakan efekiif, tindakan tradisional—uniuk menganalisis
alasan vang melatarbelakangi tindakan mantan istri terhadap mantan
suaminya vang tidak membayar nafkah anak setelah terjadi perceraian,
keengganan bekas istri mengajukan gugatan nafkah anak setelah
perceralan dan tindakan suami yang menolak pembenian nafkah anak

setelab terjadi percerman.

! Amiur. Metodologi, b 181,

|;:"F:ii'.'tﬂ.i' Ananda  Arfa, Meadologd Penclition Hubuse Tilam, cer. 1 (Medan:
Citapustaka Media Perintis, 20000, b 114,

¥ Amirul Hadi, Metodologi Penelitian Pendidikan ( Bandung: Pustuka Setia, 1998), h.
141,



Dalam menganalisis kehijakan dan pertimbangan PA Sumui dalam
melakonkan penegakan hukum terhadap pelaksanaan pembayaran nafkah
anak, peneliti menggunakan teori mazhab Svafi'T adalah al-wyiibu “ald
sabili al-muwdsah (kewajiban pembayaran nafkah anak setelah perceraian
adalah atas dasar rasa kasihan, simpati, rasa kasih sayvang), dan teoni asy-
Syirazl mengatukan al-haddnatu immamd ju'ilae If hazzil walad, hadianal
(biaya kehidupan, pengasuban, kesehatan dan pendidikan) ditetapkan
adalah demi keberuntungan kepentingan anak dan akan dimaparkan
secara lugas dan pandangan-pandangan mazhab Syah 1.

4. Metode Penulisan

Di dalam penulisan disertasi ini, penulis berpedoman kepada buku
panduan Pedoman Penulisan Proposal dan Disertasi yvang dikeluarkan oleh
Pascasarjana Universitas Islam MNegeri Sumatera Utara-Medan 20117, dan
Metodologt Penelitian Hukum Islam yang dituliskan oleh Prof. Dr. Faisar
Ananda Arfa, M.A, cetakan tahun 2010 dan 2016, dan beberapa referensi

tentang panduan penulisan disertasi lainnya.
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BAB 11
EAJIAN TEORITIS

A. Teori Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian Dalam Fikih
Mazhab Syafi't Dan Hukum Mositif
1. Pengertian Nafkah

Secara bahaza nalkah bentuk jamaknya mafogar, Kewajiban beban
nafkah didasari pada tiga sebab utama yaitu ikatan perkawinan (milku an-
nikah), ikatan sumpah (mifku al-yamin) dan hubungan kekerabatan
(geardbahan al-ba"divahi).' Bentuk jamaknya juga mifd@g yaitu scgala
sesuatu yang dikeluarkan berupa vang dirham dan lainnya, bekal (az-zdd),
untuk keluarga berupa makanan (fa dm), pakaian (kisd’), tempat tinggal
(suknd), biava hagdanah dan sebagainya. Dalam pengertian syerra, menuarut
Ibnu " Abidin vaitu al-idraru “ald syveiin bima fihi baga whu wa nalrwihd,
mengucurkan  ataw mengeluarkan  sesuatu untuk menjaza eksistensi,
Menurat  at-Tumurtdsyl  mafageh berarti  fa’dm (makanan), kiswah
(pakaian), dan suknd (lempat 1ir'|ggz|.]}|.1 Menurut Thnn Manzar (s 711),
belanja sebagmimuna firman Allah SWT: “miscayva perbendaharacm itu
kamu tahan, karena takwt membelanjakannya, © (QS. Al-Isrd” [17]: 100},
Nafkah itu md wnfiga, sesoatu vang dibelanjakan, al-Lihyati berpendapat
nafkah seperti ungkapan rafidat nifdg al-gawn wa rafagd, harta kaum i
hahis dibelanjakan. Nifag jamak dari mafagah (biaya) yang diambil dari

uang.’

Menurut Ibnu Nujaim (926-970 H) nafkah md vunfigu al-insanu

‘ald ‘ivaliki, sesuatu yang dibelanjakan untuk kelvarga seperti firman

'Syaikh Svihabuddin Abu Al-" Abbis Ahmad bin Ahmad Salamah al-Misri al-Oalyobi,
dan Svaikh “Umairah, Qolvdhi wa Umaieok (Kaire: D al-Eutub al-” Arabiyyah, @), Tilad
1L, h. 649,

"Sa'td Ahn Hahth, Al-Chamidis al-Fight Lagaton wa Tgpilihan, cet 1 (Damaskos: Dar
Mir as-Sahah, 2001, h. 445,

*ALImam Jamdluddin Abu Fadl Mubammad bin Makram lbnu Maneir al-Ans@r al-
I Tgu al-Misri, Lisdnd “Arab (BairGt: Dar al-Kotub al-" Hmiyyah, 20089), hilid X, b 430,
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Allah SWT, “dan tidak ada yang menghalongi mereka untuk diterime dari
mereka nafkah-nafahnya, " (Q8. At-Taubah |9): 54). “Hendaklah orang
vang mampu memberi nafkah menurut kemampuannva. ' (QS5. At-Talag
[65]: 7). “Niscaya perbendaharaan it kamu tahan, karena takur
membelanjakanmva " (QS5. Al-Ista° [17]: 100) vaitu thasyvaral fagr, karena
takut muskin, Makna nafaga seperti nafagar as-sil atu nifdgan, barang
dagangan telah habis laku, antonim kata kasada (tidak laku). Ungkapan
lain nafagar ad-dabbatu tafawwugan iZan marat, binatang ternak itu sudah
habis atau mati, berarti dagingnya sudah 1'|i1£1.1'|g.;i Nafkah bukan bentuk
miisytag dan magdar an-nufiig yang berart al-halak (lenyap, hancur), an-
nafag ataupun an-nifdg, wapl md yunfiqgu al-insdnu ald ivalihi, sesuatu
vang dibelanjakan untuk keluarga,  Dalam terminologn syariat berarti
makanan, pakaian dan tempat tinggal.” Menurut Baalbaki nafaga asy-
syari ‘'woartinya nafada (to run out, to be exhausted, nused uwp/ habis), arti
nafkah juga kwlfah, masrf, cost, charge, cxpense (biaya), nafagah az-
menegfah al-muflagah, alimony (elimentast; pemberian nafkabh berdasarkan
hubungan keluarga, orang tua berkewajiban memben alimentasi kepada
anak dan sul:lalikn}'a.ﬁ

Menurut Abi al-Husain Yahya asy-Syafi'1 al-Yamani (489-558 H),
musytag dari kata infdg vang berarti ikhrdf (mengeluarkan), hanya
digunakan uniuk hal vang haik." Secara epistimologis berarti md venfigu
al-insdnu "ald “iyalih, sesuatu yang dikeluarkan untuk keluarga. Nafkah
pada dasarnya berupa uang. Secara terminologis, nafkah adalah kif@vatin
man  yvamawwinghi omin qt-ta dm owa al-swalt wa  as-sukndg,  suatu

kemampuan untuk membiayal orang yang menjadi tanggungan, dengan

AIm3Em al- Allamah asy-Syaikh Zainuddin bin Thrahim bin Mubammad Nujaim al-
MiseT al-Hanafi, Al-Balir ar-Rid 'ig Sk Konzee od-Dagdig (Bairtt. Diral Kotub al-" Thmivyah,
Le.), jilid IV, b 293,

*Hhid.

"Rohi Raalbaki, Al-Mawrid [Beirut Darol "Tm Malayvin, Cet, XTIV, 2001), h 1185

" Ahn al-Hugain Yahya hin AbT al-Khair hin Salim al-"Tmran asy-Svafi' 1 al-Yamani,
Al-Bayéin i al-Mazhab al-Tmdm asy-Svali T Syvarh Kitgh Al-Muhaz=Zob Kdmilan wa al-Figh al-
Mergdiram (Lebanon: Dar al-Minhdj, 20000, jld VIIL h. 185,
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memberikan pangan, sandang, papan. Secara Cwrf herarli panganan,
termasuk makanan dan minuman, kiswah yaitu pakaian dan penutup
badan, papan yaitu tempat tinggal termasuk perabotannya, disesuaikan
dengan “wrf di masing-masing tnarﬂl:nat.FI Maka, nafkah berarti belanja
keperluan pokok yang dibenikan suami kepada istn, kepada anak, dan
kerabat dari miliknya.” Ulama fikih sepakat nafkah minimal adalah vang
memenuhi kebutuhan pokok, makanan, pakaian, dan tempat tinggal.'
Dengan kata lain, nafkah adalah pengeluaran yang biasa digunakan
seseorang untuk sesuatu yang baik atau biaya untuk orang-orang yang

menjadi tanggung jﬁwabn}':t-”
2. Dasar Hukum Nafkah Anak
a. Al-Chur’an
1) Q.5 Al-Bugarah [2]: 233

“Para ibu hendaklah menyvusukan anak-anaknya selama dua raln
prerh, voifn gl vang ingin menvemypumakan peavaseon, Dan kewegibrn
avieh memberi makan dan pokaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf
Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesangpupannya.
Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan
searang avah karema anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.
Apabila keduanva ingin menvapilt (sebelum dug sahun) dengan kervelaan
.I![l’:'-l'.l‘III'LIH_'kTI .I'.!'I'.I.I'T f}f.'ﬂ'ﬁ“'.‘l'_}'u H'ur.:.rf.:.r.rI. ."Hﬂ'ﬁﬂ' .I':'duﬁ -I'.!l'.']ll'.! dll'..'.'l'-l'.! ey .ﬁ:l’:‘ﬂlﬂ{!ﬂ_}ﬂ'. I:lll'..l'.ft
Jika kamus ingin anakmi disusukan oleh orang lain, maka ridak ada doesa
bagimu apabila kamu memberikan pembavaran menurut yvang patur.

Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha

*Wahbah az-Zuhaili. Al-Fighu al-Td@mt wa Adillareh, cet. 4 (Bairdt Dar al-Fikr
Ml digir, 2002, h, T348,

'J]J'Ijl:uu:l. Pembinaa, flmu, Tbid; Hatam Salim, Pendidiban Agama dalam Keluarga:
Revitalisasi Peran Keluarga dalam Membangmm Generasi Bangea vang Berkarakter. cet. 1
(Togjakarta: Ar-Rur Media, 2003), h. 153

'“D:ah]a.n: Eu.-.'f.'::nlr.lfh?ffl' Hekiwens Taferma, Thiel

Habdul Azis Duhlan, Ensiklepedi Hukum Islam. ced. 7 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van
Hoeve, 20065, plid 1V, h. 1281,



melikat apa vang kamu kerjakan. " Firman Allah: Dan kewajiban avith
memberi mokan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’rf,
menurut [hnu Kastr, diwajibkan bagi ayah si anak memberikan nafkah
istrinya pakaian (sandang) dengan cara yang ma’ riff yakni sesuai dengan
tradisi yang berlaku di tengah-tengah masyarakat istrinya tanpa berlebih-
lebihan, tdak terlalu sedikit, disesumkan kemuampuan ckonomi suami,
tingkat atas, menengah atau rendah. Firman Allah SWT: “Hendaklah
arang vang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang
vang disempitkan regkinva hendaklah memberi nafkah dari harra vang
diberibom Allal kepadanva., Allah tidak memikullan beban  hepada
sexearang melainkan sekedar apa vang Allah berikan kepadanva, Allak
kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan,” (QS. at-Talag
[65]: 7). Menurut ad-Dahhak, upabila s1 1stri telah diceratkan suaminya dan
anak masth dalam keadaan menyusui, maka istri berhuk mendapatkan

nafkah dan kiswah (pakaan) dan suaminya. -

Asy-5vafi'T menafsirkan “para ibu hendaklah menyusukan anak-
aneknya selamea dua tahun penwh, yvaitu bagi vanyg ingin menyempurnaken
penyusuan, " (8. Al-Bagarah [2]: 233), Allah SWT memberitahukan
masa penyusuan vang sempurpa dua tahun dan menetapkan bagi suami
yvang anaknya disusui perempuan lain membayar upah. Upah penyusuan
ini haros dari nang ayah selama masa vang telah ditentukan. "’ Penyusuan
{ar-radd’) yang bersifat umum, mencakup satn kali hisapan atan lebih,
sampai masa penyusuan bepar-benar sempurna yaitu doa tahun dan
mencakup semua jenis susuan meskipun telah lewat usia dua tahun.
Menurutnya dalil tentang jumlah penyusuan berdasarkan penyampaian
hadis dari Malik, Abdulldh bin Abl Bakar bin Muhammad bin Amriibin

" Thynns Kasir, Tafitr af-Cue'dn al-"Azim (Mansorah-Mesir: Matabah al-Todan 1§ at-
Turds wa at-TaueT | 1990) h 35%

Bahmad bin Mustafi al-Fardn, Tafsir ol-fmam asy-Spa0 7 cel. | (Riy3d: Dar wt-
Tadmuriyyvah, 20063, b 380,



Hazm dari “Umrah bin ~Abdurrahman, dan “Aisyah Ummul Mukminin
RA, bahwa dia berkata:
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“Semuwla suswan yang menyvebabkan kemahramean adalah sepuluh kali
suswan seperti vang tersebut di sebagian ayat Al-Qur'an. Kemudian
dinasakh menjadi lima susuan oleh avar Al-Qur 'an yang turun kemudian.
Setelah itu, Rasulullah wafar dan avar-avat ite masih dibaca. ™" Riwayat
lain dan Sufyin dan Yahvda bin Sa'®d dan Umrah, dan "Alsvah RAL
bahwa dia berkata:
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“Al-Qur ‘an menjelaskan bafwa sepuluh kali susuan dapat menyvebabkan
kemahraman, kemudian berbuah menjadi lima susuan. Setelah i, ridak
ada yang masuk menemui  Aisyah,  kecuali mereka vang  telah
mendapatban Hma kali  suswan, "1 Menurut asy-Syal't dahl yung
menyvebutkan  tentang  perbedaan  penyusuan Upara iba hendaklah
menyvusikan anak-anaknya selama dua tahun penuh, vaitu bagi vang ingin
menvempurnakan  penyusuan.” (QS. Al-Bagarah [2]: 233). Allah
menjadikan sempumanya susuan selama dua tahun: “Apabila keduanyva
ingin menvapih (sebelum dwa sohun) dengan kerelaon keduanya dan
permusvawarnabon, moka Sdok ada dosa atay beduonva, 7 (05, Al-Bagarah
[2]: 233). Ayat ini menunjukkan keringanan dari Allah 5WT dalam
menyapth anak sebelum habis wsia dua tabun tapt dengan persetujuan

keduanya. Keputusan menyapih anak sebelum dua tahun harus melalu

14 .
Thid.
Ak “TImair Majdi bin Muhammad bin " Arafit al-Misei al-Asari, Swfd” af-"Tewd I
Taokchwip wa Takglgt Musnod ol-Tidm axy-Spaft 7T b Tavabd al- " Alldsich as-Sindi, cet. §iKairo:
Muktabuh lbnu Tanmiyvuh, 1996), juld L, b, 43,
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pertimbangan orang ua terhadap kondisi anak yang sedang disusoi. Tika
menurut orang tuanya menyapih sebelum dua tahun lehih baik dari pada
sampai dua tahun penuh, maka boleh dilakukan. Misalnya, karena anak
atau perempuan ibu susu terserang penyakit, anak tidak mau disusuinya,

dan atau karena sebab Iuirm}ra_”

Dasar kewajiban nafkah im, penntah Rasulullah SAW kepada
Hindun bin "Utbah untuk mengambil sebagian harta AbQ Sufyin suaminya
untuk memenuhi kebutuhan divi dan anaknva secara baik, meskipun tanpa
meminta persetujuan dar suaminyva terlebih dahulu. Menumt asy-5vafi't
bahwa ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW menunjukkan orang
tua wajib memberikan nafkah susu anak dan biava kebutuhannya, Karena
anak adalah bagian dari orang tua, maka orang tua harus mengusahakan
kemaslahatan anak, ketika anak belum mampe memenohi kebuiuhan
hidup. Sebaliknya, ketika orang tua sudah tidak mampu bekerja dan
memenuhi kebutuhan, maka anak harus memenohi semua kebutuhan hidop

orang tuanya, baik nafkah atau pakaiann}ra.'"
2) Q5. An-Nisa’ [4] : 19

"Har  oramg-orang  vang  beriman,  tidak  halal  bagl ko
mempusakai  wanita  dengan jalan  paksa  don janganloh  kamu
memvisalikon mereka korern Rendok mengambil beobali sebagian dari
aprr vang elah kamue berikan  kepadanya, terkecuwali bila mereka
melakukan pekeriaan keji vang nyata. Dan bergaullah dengan mereka
secarag patet, Kemodion bl bamwe tSdok menyukai  mereka, (maka
bersabarliah) koarenn mungkin komy fidak menyubkol sexuotu, paodatol

Allah menjadikan padanva kebaikan vang banyvak """ Al-Bukhari berkata:

Y Al-Farrin, Tafsir, h 381

“rbid , h. 385,

'"A].-'ar ini tidak meminjukkan hahwa mewariskan wanita tidsk dengan jalan paksa
diholehkan. Menwrut adat sehahagian Arah Jahilivah apahila seorang meninggal donia, maka
unakova yumg tertua atuu angeota keluarganva yvong lun mewarist junda tu, Jonda tersebut
boleh dikawimi sendirt atau dikawimkan dengan orang luin vang maharoya diambil oleh pewaris



“Mubammad bin Mugatil menceritakan kepada kami, Ashat hin
Muhammad menceritakan kepada kami, as-Syaihdni menceritakan kepada
kami dari “lkrimah dari Ibnu Abb&s. As-SyaibanT mengatakan bahwa al-
Hasan as-Sawa’t menyebutkannya dan tidak ada dugaan vang lain, kecuali
riwayat vang berasal dari Ibnu “Abbas berkenaan dengan ayat im dia
berkata: “Dabulu pka sevrang luki-laki meminggul, para walinya lebih
berhak terhadap istrinya. Jika sebagian mereka mau, mereka bisa
mengawininya atau mengawinkannya atau tidak sama sekali. Mereka
adalah orang wyang paling berhak dengan isoinya dibandingkan
keluarganyas, kemudian turun ayat, "fHai orang-orang vang beriman, tidak
halal bagimu mempusakai  (mewarisy) wanita dengan jalan poaksa.”
Demikianlah vang dikisahkan oleh al-Bukhdrf, Ab Ddwud, an-Nasd'i,
Ibnu Mardawaih dan Ibnu Abl Hatim. Dari hadis Abi Ishak as-Syaibfini—
namanmva adalah Sulaimén bin Abfli Sulaiman—idar: “lkrimah, dar1 Abd al-
Haszan as-Sawa i—namanya -~ Al —orangz Kelfah dan dia tuna netra,
Kedua riwavat tersebut dan Thnu ' Abbiis Abdl Dawud meriwavatkan, kami
diceritakan oleh Ahmad bin Muhamad bin Sabit al-Mariizi, Ali bin Husain
telah menceritakun kepadaku, dan bapaknva, dan Yaead an-Nahwa dan
Ikrimah dar Tbnu “Abb@s RA, dia berkata tentang avat QS. An-Nis@® [4]:
19, bahwa Allah melarang  laki-laki mewanskan st untuk  para
kerabatnya, menghalanginya kawin hingga ia mati atau mengembalikan
maharnya. Dirtwayatkan Abfi Dawud dan ulama vang lain dari 1hnu

-

" Abbfis riwavat vang wrupa.““

Menurut Ibnu Juraij, "[krimah berkata: “Awat mi turun tentang
Kubaisyah binti Ma an bin ~Asim bin al-Aus yvang ditinggal wafat olch
Abu al-Qus bin al-Aslat. Lalu putera suaminya menyukainya, maka ia
mendatangi Rasulullah SAW dan berkata: “Wahai Rasulullah, aku hukan

wiiw tduk dibolehkun kawin lagn Maksud peberjpan kep sdoluh berzina atan membanpekang
perintuh.

Mbnu Kastr, Tafsir al-Our 'an al-'Azfm. cet. 1 (Munsiirah-Mesiz: Maktabah al-Imn 1i
Masr wa at-Tauzr", 1996), jilid 1, h. 145,






